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ABSTRAK 

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan penting bagi pembangunan daerah, 

salah satunya melalui Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Minerba). 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh BPKD 

Kabupaten Aceh Besar serta kendala dalam penerimaan pajak Minerba dari tahun 

2019-2023. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan 

unit analisis Kepala Dinas, Sekretaris, Kabid, Kasi, dan staf BPKD. Data diperoleh 

melalui teknik kepustakaan dan wawancara, kemudian dianalisis dengan reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa strategi yang diterapkan meliputi pendataan ulang, pemetaan potensi pajak, 

dan penerapan SIPD digital, yang berhasil meningkatkan penerimaan pajak daerah 

sebesar 20%-30% per tahun. Namun, kendala yang dihadapi meliputi minimnya 

akurasi data, kurangnya kesadaran wajib pajak, dan koordinasi antarinstansi yang 

belum efektif. Strategi peningkatan penerimaan pajak Minerba berdasarkan analisis 

SWOT mencakup penguatan kapasitas SDM, pengembangan program pelatihan, 

revisi regulasi, dan optimalisasi teknologi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dana yang sangat potensial 

yang digunakan oleh pemerintah sebagai sumber pembiayaan dalam 

menyelenggarakan roda pemerintah. Pajak merupakan iuran rakyat pada kas negara 

berdasarkan undang-undang dengan tidak adanya jasa timbal langsung dan 

digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.  

Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Restribusi Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah 

daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pajak Daerah adalah pajak 

yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah 

untuk kepentingan pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah sebagai 

hukum publik yang dicatat dan dikelola dalam anggaran pendapatan dan belanja 

daerah.  

Peran pajak daerah sangat penting  yaitu sebagai sumber pendapatan daerah 

dan sebagai penopang pembangunan daerah, karena pajak daerah merupakan salah 

satu sumber pendapatan terbesar yang berasal dari asli daerah. Melalui berbagai 

alternatif penerimaan daerah. (Aryani & Supra, 2021: 74). Hal ini bertujuan untuk 

membiayai pembangunan daerah, salah satu upaya pemerintah daerah yaitu 

penerimaan sektor pajak daerah. 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terdapat 11 (sebelas) 

jenis pajak daerah yaitu: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame,
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pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, 

pajak bumu dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah, 

dan bangunan pajak mineral bukan logam dan batuan. 

Salah satu jenis penerimaan pajak daerah adalah Pajak Mineral Bukan 

Logam dan Batuan yang disingkat (Minerba) merupakan pajak atas kegiatan 

pengambilan mineral bukan logam dan bantuan, baik dari sumber alam di dalam 

dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan Zuraida (2013:32). Pajak minerba 

jenis pajak daerah yang memiliki potensi besar dalam menunjang penerimaan pajak 

daerah. Potensi pajak daerah pajak mineral bukan logam dan batuan memberikan 

peluang yang lebih besar bagi daerah untuk melakukan koordinasi secara efektif, 

karena sudah jelas karakteristik potensi pemungutan pajak daerah, baik dari segi 

kebijakan maupun teori dan penerapannya.  

Adanya peraturan daerah yang telah ditetapkan mengenai pajak Mineral 

Bukan Logam dan Batuan Nomor 3 Tahun 2012 maka sumber pendapatan daerah 

tersebut dapat dipungut sesuai dengan ketetapan yang telah diberlakukan, sehingga 

dapat meningkatkan pendapatan daerah. Pentingnya peraturan pertambangan juga 

dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar  dengan merumuskan Peraturan 

Daerah (Perda) tentang pengelolaan bahan galian mineral bukan logam dan bantuan 

atau disebut juga dengan Bahan Galian Golongan C memiliki potensi pertambangan 

mineral bukan logam dan batuan yang melimpah. Hal ini dapat dilihat dari tabel 

penerimaan target dan realisisasi kontribusi pajak Mineral Bukan Logam dan 

Batuan pada pendapatan daerah  periode 2019-2023. 
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Tabel 1.1 

Target dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten 

Aceh Besar Tahun 2019-2023 

Tahun 
Target 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

Persentase 

(%) 

2019 4.700.000.000 3.440.337.229 73,20 

2020 4.792.369.000 6.141.937.832 128,16 

2021 2.000.000.000 2.720.419.851 136,03 

2022 3.500.000.000 3.720.552.146 106,30 

2023 3.500.000.000 3.629.686.419 103,70 

Sumber: BPKD Kabupaten Aceh Besar 2019-2023 (diolah, 2025) . 

Adapun besaran realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) 

pada Kantor BPKD Aceh Besar Tahun 2019-2023 dalam bentuk grafik dapat dilihat 

di bawah ini. 

 

Gambar 1.1  

Grafik Realisasi Pajak Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten  

Aceh Besar Tahun 2019-2023 
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Berdasarkan data tabel dan grafik di atas terkait target dan realisasi pajak 

pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Aceh Besar menunjukkan 

bahwa terdapat fluktuatif realisasi dari target penerimaan pajak pajak mineral bukan 

logam dan batuan. Dimana tahun 2019 realisasi penerimaan PPJMB sebesar Rp. 

3,440,000,000,000 atau sebesar 73,20 persen dari target penerimaan PPJMB. 

Selanjutnya tahun 2021 terjadi penurunan penerimaan PPJMB baik dari target 

maupun realisasi penerimaan PPJMB yaitu sebesar Rp. 2,000,000,000 dari target 

dengan tingkat realisasi sebesar Rp. 2,720,552,000 atau sebesar 136,03 persen dari 

target. Berdasarkan persentase menunjukkan peningkatan namun adanya 

penurunan dari target dan realisasi yang ditetapkan, sehingga secara persentase 

terjadi peningkatan namun secara nominal penerimaan PPJMB terjadi penurunan. 

Tahun 2023 target dan realisasi penerimaan PPJMB terjadi peningkatan dari target 

yaitu sebesar Rp. 3,500,000,000 dengan tingkat realisasi sebesar Rp. 3,629,686,419 

atau 103,70 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Aceh Besar 

telah berhasil meningkatkan penerimaan PPJMB dengan tingkat persentase >100 

persen periode 2020-2023. Peningkatan realisasi ini memberikan peluang besar 

bagi Pemerintah Kabupaen Aceh besar dalam meningkatkan pendapatan daerah 

melalui penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. 

Dengan melihat fakta bahwa potensi sumber daya alam Kabupaten Aceh 

Besar sangat besar, khususnya potensi sumber daya geologi yaitu mineral bukan 

logam dan batuan yang tersebar di wilayah Kabupaten Aceh Besar. Maka 

diperlukan strategi pemerintah Kabupaten Aceh Besar dapat memanfaatkan potensi 

ini dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah sehingga dapat membiayai 
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pembangunan daerah yang berkelanjutan. 

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten 

Aceh Besar terutama pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atau BPKD  

Aceh Besar memiliki langkah-langkah strategi tersendiri dalam meningkatkan 

target penerimaan pajak daerah. Strategi peningkatan target penerimaan dapat 

dilihat dari faktor internal dan faktor eksternal dalam meningkatkan penerimaan 

pajak.  

Peningkatan penerimaan pajak merupakan salah satu tujuan kemandirian 

daerah dalam mengelola keuangan daerah dari sektor perpajakan Selain itu, BPKD 

Aceh Besar memiliki kemampuan optimal dalam meningkatkan penerimaan pajak 

mineral bukan logam dan batuan yang ada di Kabupaten Aceh Besar. Penelitian 

Aryani & Supra (2021:74) menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan rasio 

efesiensi pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pajak daerah 

Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 berada pada 

kategori sangat efektif dan efisen. Kontribusi mineral bukan logam dan pajak batu 

terhadap penerimaan pajak daerah masih kurang.  

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandri et al. 

(2023); Fajrul et al. (2022) dan Yulianti et al. (2023) yang menyatakan bahwa pajak 

mineral bukan logam dan batuan berpengaruh positif terhadap pajak daerah. Tetapi 

berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Turang et al.(2021); Fikri et al. 

(2024) dan Safan et al.(2021) pajak mineral bukan logam dan batuan tidak efektif 

dan tidak berpengaruh terhadap pajak daerah.  
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Praseya et al. (2018) studi ini menunjukkan bahwa Penerimaan pajak 

mineral bukan logam dan batuan Kabupaten Donggala selama tahun 2011 –2015 

mengalami peningkatan pada awalnya tapi kemudian mengalami penurunan yang 

cukup signifikan di dua tahun terakhir. Jumlah penerimaan Pajak mineral bukan 

logam dan batuan Kabupaten Donggala selama tahun 2011–2015 memberikan 

kontribusi yang cukup besar setiap tahunnya, sehingga hal ini mempengaruhi 

jumlah PAD yang diterima. 

Oleh sebab itu, penelitian ini akan melakukan tinjauan terhadap strategi-

strategi apa yang telah dilakukan selama ini serta menggali lebih jauh terhadap hal-

hal apa saja yang menjadi kendala dalam mencapai strategi peningkatan pajak 

daerah. Di Kabupaten Aceh Besar.  

Berdasarkan pemaparan di atas dan juga didukung dengan perbedaan hasil 

penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik mengambil judul “Analisis Penerimaan 

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Untuk Peningkatan Penerimaan 

Pajak Daerah Kabupaten Aceh Besar (Studi Kasus Pada Kantor BPKD Aceh 

Besar Tahun 2019-2023) “. 

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.  Bagaimana strategi yang digunakan BPKD Kabupaten Aceh Besar dalam 

penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dalam meningkakan 

penerimaan pajak daerah di Kabupaten Aceh Besar tahun 2019-2023 ? 
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2. Bagaimana kendala atau tantangan penerimaan pajak mineral bukan logam dan 

batuan dalam meningkakan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Aceh Besar 

tahun 2019-2023 ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, dapat diketahui tujuan penelitian yaitu 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui strategi yang digunakan BPKD Kabupaten Aceh Besar dalam 

penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dalam meningkakan 

penerimaan pajak daerah di Kabupaten Aceh Besar tahun 2019-2023. 

2. Untuk mengetahui kendala atau tantangan penerimaan pajak mineral bukan logam 

dan batuan dalam meningkakan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Aceh 

Besar tahun 2019-2023. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

 Hasil dari penelitian analisis strategi penerimaan pajak mineral bukan logam 

dan batuan terhadap pajak daerah ini diharapkan dapat menambah wacana bagi 

perkembangan studi akuntansi dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

pengatahuan sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi 

teoritis pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

permasalahan ini serta dapat menambah sumber pustaka yang telah ada. 
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2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan acuan untuk penelitian 

selanjutnya dan sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah setempat untuk lebih 

mengoptimalkan penerimaan pajak daerah terutama pajak mineral bukan logam dan 

batuan. Penelitian ini juga bisa dapat dipelajari oleh daerah lain untuk mengambil hal 

positif seperti peningkatan target penerimaan pajak dalam menentukan pola 

kebijakan dalam rangkaa peningkatan sumber penerimaan pajak daerah di Kabupaten 

Aceh Besar. 
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BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

2.1  Konsep Pajak 

2.1.1  Pengertian Pajak 

Pajak secara umum dapat diartikan sebagai iuran atau pungutan yang 

dilakukan oleh pemerintah dari masyarakat berdasarkan Undang-Undang dan 

hasilnya digunakan demi pembiayaan pengeluaran umum pemerintah dengan tanpa 

balas jasa yang ditunjuk secara langsung. Pajak merupakan sumber utama 

penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun 

pembangunan agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut 

tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana 

penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang jumlahnya paling besar. 

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 

dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat 

ditunjukkan dan yang dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum Mardiasmo 

(2016:3). 

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga 

atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Kententuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan (KUP) yaitu “Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 

Pajak juga merupakan salah satu sumber dana pemerintah yang memiliki peranan 
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yang cukup besar untuk membiayai segala pengeluaran yang bersifat rutin maupun 

pengeluaran untuk pembangunan. Pemungutan pajak bersifat memaksa karena 

dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Penerimaan perpajakan mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan baik secara nominal maupun secara persentase 

terhadap seluruh pendapatan negara. Oleh sebab itu pengelolaan penerimaan pajak 

harus dilakukan dengan baik, sistematis dan akurat. 

Berdasarkan penjelasan di atas, pajak adalah iuran atau kontribusi wajib 

rakyat kepada negara yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan undang-undang 

sehingga bersifat memaksa, tanpa jasa timbal secara langsung dan digunakan untuk 

membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. 

Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak ialah sebagai berikut Thian (2021:7): 

1) Pajak merupakan peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah. 

2) Pajak dipungut berdasarkan kekuatan Undang Undang serta aturan 

pelaksanaanya sehingga dapat dipaksakan. 

3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrasepsi langsung 

secara individual yang diberikan oleh pemerintah 

4) Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah 

5) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila 

pemasukannya masih terdapat surplus, maka akan dipergunakan untuk 

membiayai public investment. 

6) Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu oleh 

pemerintah. 

 

2.1.2  Fungsi Pajak 

 Setelah mengetahui apa saja yang berkaitan dengan ciri-ciri yang melekat 

pada pajak itu sendiri, maka berikut adalah poin-poin yang termasuk ke dalam fungsi 

pajak yaitu Sihombing & Sibagariang (2020: 4): 
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a. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter) 

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara 

mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai 

pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga fungsi pajak 

merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan 

pengeluaran negara dengan pendapatan negara. 

b. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi) 

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara 

dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain: 

1) Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi. 

2) Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, 

seperti: pajak ekspor barang. 

3) Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang 

produksi dari dalam negeri, contohnya: Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN). 

4) Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu 

perekonomian agar semakin produktif. 

c. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi) 

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara 

pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. 

d. Fungsi Stabilisasi 

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan 

perekonomian, seperti: untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak 



12 
 

 

 

yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan 

untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, 

sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat di atasi. 

 

2.2  Pajak Daerah 

2.2.2  Pengertian pajak daerah 

 Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut 

Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa. Berdasarkan Undang-Undang, dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis pajak daerah menurut 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, jika dilihat dari segi kewenangan 

pemungutan pajak atas pajak daerah dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 

a.  Pajak Provinsi terdiri dari : 

1) Pajak Kendaraan Bermotor; 

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

4) Pajak Air Permukaan; 

5) Pajak Rokok. 

b. Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas: 

1) Pajak Hotel; 

2) Pajak Restoran; 

3) Pajak Hiburan; 
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4) Pajak Reklame; 

5) Pajak Penerangan Jalan; 

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

7) Pajak Parkir; 

8) Pajak Air Tanah; 

9) Pajak Sarang Burung Walet; 

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

 

   Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pajak daerah adalah pajak 

yang dikelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah TK.I maupun 

pemerintah daerah TK.II) dan hasil dipergunakan untuk membiayai 

pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD). Pajak daerah 

merupakan salah satu pendapatan yang menjadi salah satu sumber 

pembiayaan penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk 

meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. 

 

2.3  Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan 

2.3.1  Pengertian Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan 

 Pengertian pajak mineral bukan logam dan batuan menurut Undang-undang 

No 28 Tahun 2009 Pasal 1 menyatakan bahwa pajak mineral bukan logam 

dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan 

batuan, baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk 

dimanfaatkan. Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas 

kegiatan pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan 
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peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mineral bukan logam dan 

batuan adalah jenis mineral yang bukan termasuk logam dan batuan, 

sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang 

mineral dan batu bara.  

  Salah satu bentuk penataan kembali retribusi yang pada hakikatnya 

bersifat pajak yaitu pajak mineral bukan logamdan batuan yang sebelumnya 

dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai retribusi pengambilan 

dan pengolahan bahan galian golongan C yang kemudian diubah menjadi 

pajak mineral bukan logam dan batuan. Selain disebabkan pengambilan dan 

pajak mineral bukan logam dan batuan adalah bersifat pajak, penataan 

kembali pajak ini bertujuan untuk lebih memberikan perhatian pada masalah 

dan pelestarian lingkungan sebagai dampak kegiatan pengambilan dan 

pengelolaan bahan mineral bukan logam dan batuan tersebut. Pajak mineral 

bukan batuan dan logam merupakan bentuk peraturan perpajakan yang 

menggantikan peraturan perpajakan sebelumnya, yaitu sebagai pengganti 

pajak bahan galian golongan C. Semula pajak bahan galian C ini diatur dalam 

UU No.18 Tahun 1997 serta UU No. 34 Tahun 2000.  

 Kendati dikatakan menggantikan, objek pajak yang berupa mineral bukan 

logam dan batuan ini pada dasarnya sama dengan bahan galian golongan C 

yang telah diatur pengenaan pajaknya sebelumnya. Istilah bahan galian 

dengan golongan C tersebut mengalami perubahan, hal ini dikarenakan 

sebelumnya di Indonesia penggolongan bahan galian diatur berdasarkan UU 

No. 11 Tahun 1967. Namun, UU No. 11 Tahun 1967 tersebut selanjutnya 
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dilakukan penyempurnaan dan kemudian digantikan dengan UU No. 4 Tahun 

2009 sebagaimana peraturan ini telah diubah dalam UU No. 3 Tahun 2020 

yaitu terkait pertambangan mineral dan batubara.  

Berdasarkan penjelasan di atas dapat simpulkan bahwa pajak Mineral Bukan 

Logam dan Batuan (MBLB) adalah jenis pajak daerah yang dipungut 

terhadap kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik MBLB 

yang diambil dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk 

dimanfaatkan, karena pajak MBLB ini merupakan pajak daerah, maka atas 

pemungutannya akan dikelola oleh kas daerah dan pemanfaatannya pun untuk 

kegiatan. 

 

2.5 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian terdahulu adalah penelitian- penelitian yang serupa yang 

telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sebagai acuan dan perbandingan 

bagi penelitian saat ini terkait dengan Analisis Strategi Penerimaan Pajak 

Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Aceh 

Besar. Ada beberapa penelitian terdahulu yang telah melakukan penelitian 

dengan judul tersebut yaitu: 

Penelitian yang dilakukan oleh Fikri et al. (2024) dengan judul 

Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan 

Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur dengan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

efektivitas dan kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan dalam 

meningkatkan PAD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta mengetahui 
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hambatan-hambatan dalam proses pemungutan PMBLB. Penelitian ini di 

lakukan di Bakeuda Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada periode 2018-

2022. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kuantitatif. Data pada 

penelitian ini berupa target dan realisasi PMBLB tahun 2018-2022 serta target 

dan realisasi penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 

tahun 2018-2022. Persentase tingkat efektivitas dan kontribusi PMBLB 

dihitung menggunakan rumus rasio efektivitas dan kontribusi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa dari tahun 2018-2022 target dan realisasi 

PMBLB mengalami ketidakstabilan dengan tingkat efektivitas dan kontribusi 

yang bervariasi. Tingkat efektivitas tertinggi penerimaan PMBLB terjadi 

pada tahun 2021 sebesar 58, 19% dengan kriteria tidak efektif dan terendah 

pada tahun 2020 sebesar 21, 74%% dengan tidak efektif. Tingkat kontribusi 

PMBLB dalam meningkatkan PAD masih sangat kurang, selama tahun 2018-

2022 dengan rata-rata kontribusi sebesar 0, 71%. 

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Yulianti et al. (2023) 

dengan judul Pengaruh Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Dan Pajak 

Mineral Bukan Logam Dan Batuan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di 

Kabupaten Lingga Tahun 2018-2021. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui hasil pendapatan dan ada atau tidaknya pengaruh pendapatan 

pajak penerangan jalan dan pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap 

penerimaan pajak daerah di Kabupaten Lingga tahun 2018-2021. Populasi 

dari penelitian ini adalah laporan realisasi pajak penerangan jalan, pajak 

mineral bukan logam dan batuan dan penerimaan pajak daerah di Kabupaten 
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Lingga Tahun 2018-2021. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan nonprobability sampling yaitu sampel jenuh terdapat 48 

sampel penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS teknik analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji 

normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteros kedastisitas. 

Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pajak penerangan jalan tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di 

Kabupaten Lingga, pajak mineral non-logam dan batuan berpengaruh secara 

signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Lingga dan secara 

simultan pajak penerangan jalan dan pajak mineral non-logam dan batuan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di 

Kabupaten Lingga. Pajak penerangan jalan dan pajak mineral non-logam dan 

batuan memiliki kontribusi sebesar 94,8% terhadap penerimaan pajak daerah 

sedangkan 5,2% di jelaskan oleh faktor lain yang tidak terdapat dalam 

penelitian ini. 

Selanjutnya, penelitian Turang et al. (2021) dengan judul Analisis 

Efektivitas dan Kontribusinya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Bagi 

Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Tomohon. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak mineral bukan logam dan 

batuan di Kota Tomohon untuk periode tahun 2016-2019 dan untuk 

mengetahui kontribusi dari penerimaan pajak mineral bukan logam dan 

batuan di kota Tomohon untuk periode tahun 2016-2019. Metode 
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pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. 

Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Berdasarkan 

hasil penelitian bahwa efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan di 

kota tomohon selama tahun periode 2016-2019 dari hasil penelitian yang 

dilakukan. Pada tahun 2016 presentase efektivitas sebesar 36,63% (tidak 

efektif). Kemudian untuk tingkat efektivitasnya paling tinggi yaitu pada tahun 

2017 dengan presentase efektivitas sebesar 61,17% (kurang efektif). Pada 

tahun 2018 dan 2019 yang mengalami penurunan, dimana pada tahun 2018 

efektivitasnya hanya pada presentase 12,67% (tidak efektif) dan untuk tahun 

2019 mengalami penurunan dengan efektivitasnya hanya pada presentasi 

42,51% (tidak efektif). Rata-rata efektivitas sebesar 30,60% (tidak efektif). 

Kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan di kota tomohon selama 

tahun periode 2016-2019 dari hasil penelitian yang dilakukan dengan rata-

rata sebesar 1,81% (sangat kurang). Pada tahun 2016 sebesar 0,42% (sangat 

kurang). Pada tahun 2017 sebesar 0,38% (sangat kurang). Pada tahun 2018 

sebesar 1,21% (sangat kurang). Pada tahun 2019 sebesar 7,03% (sangat 

kurang). 

 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No 

Judul Penelitian, 

Nama Peneliti & 

Tahun 

Variabel 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Perbedaan 

Penelitian 

Persamaan 

Penelitian 

1. Analisis Efektivitas 

Dan Kontribusi 

Pajak Mineral 

Bukan Logam Dan 

Batuan Dalam 

Variabel X 

Pajak 

Mineral 

Bukan 

Logam 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

dari tahun 2018-2022 

target dan realisasi 

PMBLB mengalami 

Penelitian ini 

menggunakan 

pendekatan 

kuantitatif 

dengan teknik 

Persamaan dalam 

penelitian ini sama-

sama meneliti 

tentang Pajak 

Mineral Bukan 
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No 

Judul Penelitian, 

Nama Peneliti & 

Tahun 

Variabel 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Perbedaan 

Penelitian 

Persamaan 

Penelitian 

Meningkatkan 

Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten 

Tanjung Jabung 

Timur 

 

Fikri et al. (2024) 

Dan 

Batuan 

 

 

Variable Y 

Pendapatan 

Asli 

Daerah 

ketidakstabilan 

dengan tingkat 

efektivitas dan 

kontribusi yang 

bervariasi. Tingkat 

efektivitas tertinggi 

penerimaan PMBLB 

terjadi pada tahun 

2021 sebesar 58, 19% 

dengan kriteria tidak 

efektif dan terendah 

pada tahun 2020 

sebesar 21, 74%% 

dengan tidak efektif. 

Tingkat kontribusi 

PMBLB dalam 

meningkatkan PAD 

masih sangat kurang, 

selama tahun 2018-

2022 dengan rata-rata 

kontribusi sebesar 0, 

71%. 

 

analisis data 

desktriptif 

sedangkan saya 

menggunkan 

metode kualitatif 

Logam dan Batuan 

pada Badan 

Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

(BPKD) 

2. Pengaruh 

Pendapatan Pajak 

Penerangan Jalan 

Dan Pajak Mineral 

Bukan Logam Dan 

Batuan Terhadap 

Penerimaan Pajak 

Daerah di 

Kabupaten Lingga 

Tahun 2018-2021 

 

Yulianti et al.(2023) 

 

Variabel Y 

Pajak 

daerah 

 

Variabel X 

Pajak 

penerangan 

jalan dan 

Pajak 

mineral 

bukan 

logan dan 

batuan 

 

 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

secara parsial pajak 

penerangan jalan tidak 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

penerimaan pajak 

daerah di Kabupaten 

Lingga, pajak mineral 

non-logam dan batuan 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

penerimaan pajak 

daerah di Kabupaten 

Lingga dan secara 

simultan pajak 

penerangan jalan dan 

pajak mineral non-

logam dan batuan 

memiliki pengaruh 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode 

kuantitatif. 

Sedangkan 

penelitian 

terdahulu 

memakai 

metode 

kualitatif  

Persamaan dalam 

penelitian ini sama-

sama meneliti 

tentang Pajak 

Mineral Bukan 

Logam dan Batuan 

pada Badan 

Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

(BPKD). 
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No 

Judul Penelitian, 

Nama Peneliti & 

Tahun 

Variabel 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Perbedaan 

Penelitian 

Persamaan 

Penelitian 

yang signifikan 

terhadap penerimaan 

pajak daerah di 

Kabupaten Lingga. 

Dan berkontribusi 

terhadap penerimaan 

pajak daerah.  

3. Analisis Efektivitas 

dan 

Kontribusinya 

Pajak Mineral 

Bukan Logam 

dan Batuan Bagi 

Penerimaan Pajak 

Daerah 

di Kota Tomohon  

Turang et al. 

(2021) 

Variabel Y 

Pajak 

Daerah 

 

Variabel X 

Pajak 

Mineral 

Bukan 

Logam dan 

Batuan 

Hasil penelitian bahwa 

efektivitas pajak 

mineral bukan logam 

dan batuan di kota 

tomohon selama tahun 

periode 2016-2019 

dari hasil penelitian 

yang dilakukan. Pada 

tahun 2016 presentase 

efektivitas sebesar 

36,63%. Kemudian 

Kontribusi pajak 

MBLB di kota 

tomohon selama tahun 

2016-2019 hasil 

penelitian yang 

dilakukan dengan 

sebesar 1,81% 

Penelitian 

terdahulu 

menggali 

informasi 

periode tahun 

2016-2019. 

Sedangkan 

data yang 

diambil dalam 

penelitian ini 

tahun 2019-

2023. 

Perbedaan 

penelitian juga 

terdapat pada 

pendekatan 

yang 

digunakan 

yaitu 

kuantitatif. 

Persamaan 

penelitian terdapat 

pada pendekatan 

yang digunakan 

yaitu kualitatif dan 

sama-sama 

meneliti tentang 

Pajak Mineral 

Bukan Logam dan 

Batuan pada Badan 

Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

(BPKD) 

    Sumber : Data diolah (2025) 
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2.6  Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan pemaparan penjelasan teori dan studi pustaka pada 

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran yang dibentuk dalam penelitian ini 

terdiri atas strategi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan untuk 

meningkatkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Aceh Besar. Hubungan 

antara pajak mineral  bukan logam dan batuan dan penerimaan pajak daerah 

tersebut dapat dijelaskan secara ringkas melalui kerangka penelitian berikut 

ini: 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Desain Penelitian 

3.1.1  Tujuan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang 

menghasilkan data deskriptif karena bermaksud untuk mendalami dan 

menghayati suatu obyek Sugiyono (2019:9). Pendekatan tersebut dipilih 

dalam penelitian ini karena sesuai untuk digunakan dalam meneliti mengenai 

strategi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pajak 

daerah di Kabupaten Aceh Besar, dimana penelitian ini dilaksanakan sesuai 

karakteristik yang ada yaitu secara langsung terlibat di lokasi penelitian. 

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk melihat dan mengetahui 

strategi efektif yang digunakan BPKD Aceh Besar dalam penerimaan pajak 

mineral bukan logam dan batuan dalam penerimaan pajak daerah tahun 2019-

2023 dan untuk mengetahui kendala atau tantangan BPKD Aceh Besar dalam 

pencapaian target penerimaan pajak mineral bukan logam dalam penerimaan 

pajak daerah tahun 2019-2023. 

3.1.2  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif 

yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang 

diteliti sehingga memudahkan untuk mendapatkan data yang objektif dalam 

rangka mengetahui dan ingin melihat bagaimana strategi penerimaan pajak
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mineral bukan logam dan batuan terhadap pajak daerah di Kabupaten Aceh 

Besar sehingga pajak yang dikelola oleh BPKD Aceh Besar tersebut bisa 

mencapai target. Penulis juga menggunakan cara deskriptif dengan jenis 

penelitian studi kasus, yang mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya 

dilapangan dengan cara mewawancarai beberapa Informan yang memang 

berkaitan. 

Tipe deskriktif dipilih karena sangat sesuai dengan penelitian 

mengenai strategi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan 

terhadap pajak daerah, dimana penelitian ini memberi gambaran secara jelas 

mengenai masalah-masalah yang diteliti kemudian menganalisanya dan 

membandingkan dengan kenyataan yang ada dengan teori, selanjutnya 

menarik kesimpulan. Dengan penelitian kualitatif ini, penelitian bisa 

mengenai objek penelitian dan dapat merasakan apa yang ada dilapangan. 

Pada penelitian ini, data serta informasi yang diperoleh dapat berupa catatan 

lapangan, dokumentasi serta bahan-bahan yang bersifat visual yang dianalisis 

secara kualitatif Sugiyono (2019: 387). 

3.1.3 Horizon Waktu 

Penelitian ini menggunakan penelitian studi cross-secional karena 

penelitian ini menggunakan data yang dikumpulkan dalam periode waktu 

tertentu dengan melihat, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan 

data-data yang bersangkutan dengan penerimaan pajak mineral bukan logam 

dan batuan dalam penerimaan pajak daerah tahun 2019-2023. 
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3.1.4  Unit Analisis 

Unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai 

subjek penelitian. Unit analisis merupakan prosedur pengambilan sampel 

yang di dalamnya mencakup sampling dan satuan kajian. Unit analisis dalam 

penelitian ini adalah Kepala Dinas BPKD Aceh Besar, Sekretaris Dinas 

BPKD Aceh Besar, Kabid dan Kasi BPKD Aceh Besar, dan staf di BPKD 

Aceh Besar. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah kalimat-kalimat ataupun 

tindakan-tindakan dari informan yang merupakan data primer dan tulisan-

tulisan atau gambar/dokumentasi yang mendukung pernyataan informan. 

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu data primer dan data 

sekunder, data ini diperlukan untuk mendapatkan informasi yang relevan 

dengan tujuan penelitian. 

3.2.1  Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 

lokasi penelitian yakni sumber data, dari informan BPKD Aceh Besar yaitu  

dengan cara wawancara dan pengamatan atau observasi pada informan yang 

berkaitan dengan fokus strategi dan kendala atau tantangan penerimaan pajak 

mineral bukan logam dan batuan dalam penerimaan pajak daerah di 

Kabupaten Aceh Besar.  

Bungin (2019:43) mengemukakan bahwa untuk memperbesar 

informan, peneliti dapat menggunakan prosedur bola salju (snowball) juga 
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dikenal sebagai prosedur “rantai rujukan” atau juga prosedur networking, ada 

beberapa model snowball yang dapat digunakan di dalam penelitian sebagai 

berikut: 

a. Linear Snowball Modle, memungkinkan peneliti bergerak linier untuk 

menemukan informan baru, dari satu informan ke informan lain, dan 

membentuk bola salju yang besar secara linier 

b. Exponential Non-Discriminative Modle, yakni model komposit tanpa 

diskriminasi terhadap informan. Artinya, semua informan yang dirujuk 

oleh informan sebelumnya diambil sebagai informan, sehingga 

perkembangan komposit menjadi akar rumput yang besar dan biasanya 

berimbang dan subur. 

c. Exponential Discriminative Snowball Modle, yakni model selektif yang 

dikembangkan oleh peneliti di lapangan 

Berdasarkan pendapat tersebut, maka yang menjadi informan 

dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pajak Daerah dan Lain-Lain 

Pendapatan Asli Daerah 

 

3.2.2  Data Sekunder 

Data sekunder yang bersumber dari hasil olahan instansi atau sesuatu 

lembaga tertentu bukan saja untuk kepentingan lembaganya tetapi juga untuk 

pihak lain yang membutuhkan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh landasan 

atau kerangka pemikiran yang digunakan untuk membahas hasil penelitian. 

Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data target dan realisasi penerimaan 

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan data laporan realisasi anggaran 
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pendapatan dan belanja daerah dari tahun 2019-2023 pada Badan Pendapatan 

Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui sumber primer 

maupun sekunder. Data primer merujuk pada informasi yang dikumpulkan 

atau dibuat oleh peneliti untuk tujuan penelitian tertentu, seperti wawancara 

dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder adalah data yang berasal dari 

pihak atau lembaga yang telah mencatat, menggunakan atau 

mempublikasikannya. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Tinjauan Kepustakaan 

Metode ini dilakukan dengan mempelajari teori dan konsep yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti pada buku, makalah, dan jurnal 

guna memperoleh landasan teoritis yang memadai untuk melakukan 

pembahasan. 

2. Studi Lapangan 

Adapun alat-alat pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam 

penelitian lapangan yaitu sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti 

melalui bertemu langsung atau tatap muka untuk mengajukan beberapa 

pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti dan melakukan sesi pertanyaan 

antara peneliti dan narasumber atau informan di Kantor Badan Pengelolaan 
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Keuangan Daerah ( BPKD). Penggunaan metode ini dengan pertimbangan 

untuk memperoleh keterangan sesuai tujuan penelitian, bahwa yang diperoleh 

melalui wawancara dari sejumlah informan adalah yang akan bermanfaat 

guna mewujudkan validitas data secara keseluruhan dari responden dengan 

informasi yang diberikan. 

b. Dokumentasi 

Dalam Penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

mengadakan pencatatan untuk mengumpulkan data dan informasi-informasi 

berdasarkan fakta-fakta dan sumber data, untuk memperoleh data laporan 

hasil dari target dan realisasi pada Badan Pengelolan Keuangan periode 2019-

2023. 

 

3.4 Pengecekan Keabsahan Temuan 

Adapun pengecekan Keabsahan Temuan meliputi: 

1. Triangulasi 

 Triangulasi diartikan sebagai pengujian keabsahan data yang diperoleh 

dari berbagai sumber, berbagai metode, dan berbagai waktu. Triangulasi 

dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain tetapi dengan teknik sama. 

Data yang diperoleh melalui wawancara, melalui informan yang ada 

selanjutnya dilihat kesesuaian informan yang diberikan. Informan yang 

dianggap sama dan relevan dari para informan akan dipilih dan selanjutnya 

menjadi bahan pertimbangan untuk kemudian ditarik kesimpulannya. 
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2. Member Check 

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti 

kepada sumber datanya, tujuannya adalah untuk mengetahui kesesuaian data 

yang ditemukan dengan data yang diberikan oleh sumber data. Apabila data 

yang ditemukan disepakati oleh sumber data maka data tersebut valid. 

Member Check dilakukakan setelah pengumpulan data selesai atau setelah 

memperoleh kesimpulan. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

model analisis data interaktif yang disampaikan oleh Hubberman dan Miles 

dalam buku Sugiyono (2019:482) yang terdiri dari reduksi data (data 

reduction), penyajian data (data display), dan penarikan serta pengujian 

kesimpulan (drawing and verifying concluctions). 

3.5.1  Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan memperbaharui data-data 

kasar yang ada pada catatan-catatan yang dihasilkan selama meniliti di 

lapangan sehingga dapat ditentukan informasi yang dianggap sesuai dengan 

masalah penelitian. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 

yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya bila diperlukan. 
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3.5.2  Penyajian Data (Data Display)  

Data yang telah diperoleh dari reduksi data disajikan dalam bentuk 

sekumpulan informasi yang telah tersusun secara terpadu dan mudah 

dipahami. Adapun data yang disajikan dalam penelitian ini berbentuk teks 

paragraf. Pada tahap ini data yang relevan dengan masalah penelitian disusun 

sehingga dapat menjadi informasi yang memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

 

3.5.3 Penarikan serta Pengujian Kesimpulan (Drawing and Verifying 

Concluctions) 

Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi 

berupa tinjauan ulang pada data yang diperoleh selama penelitian sehingga 

data diuji validitasnya. Sehingga kebenaran kesimpulan dapat teruji 

kebenarannya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum BPKD Kabupaten Aceh Besar 

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Besar 

salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tugas pokok 

dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan 

keuangan daerah. BPKD berperan penting dalam perencanaan anggaran, 

pelaksanaan APBD, pengelolaan aset daerah, dan penyusunan laporan 

keuangan pemerintah daerah.  Kantor BPKD Kabupaten Aceh Besar 

berlokasi di Jl. Sultan Iskandar Muda, Kota Jantho, pusat pemerintahan 

Kabupaten Aceh Besar. Lokasi ini strategis karena berada dalam kompleks 

perkantoran Pemerintah Kabupaten, memudahkan koordinasi dengan OPD 

lainnya. 

4.1.2 Tugas dan Fungsi BPKD Kabupaten Aceh Besar 

Tugas dan fungsi (Tupoksi) BPKD Aceh Besar diatur dalam Peraturan 

Bupati Aceh Besar Nomor 30 Tahun 2017, dalam Pasal 5, ayat (1), 

menjelaskan bahwa; Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas 

melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang 

pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset yang menjadi kewenangan 

daerah Kabupaten dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah 

kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
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Sedangkan dalam Pasal 5 ayat (2) dijelaskan bahwa untuk 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pengelolaan 

Keuangan Daerah mempunyai fungsi: 

a. Perumusan kebijakan urusan pengelolaan anggaran, pendapatan asli 

daerah, dana transfer, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, serta 

kekayaan; 

b. Pelaksanaan kebijakan urusan pengelolaan anggaran, pendapatan asli 

daerah, dana transfer, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, serta 

kekayaan; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan anggaran, pendapatan 

asli daerah, dana transfer, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, serta 

kekayaan; 

d. Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik 

daerah; 

e. Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan 

Qanun; 

f. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah; 

g. Pelaksanaan pembinaan penyusunan anggaran dan pendapatan Kabupaten; 

h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait lainnya 

tentang pengelolaan anggaran, pendapatan asli daerah, dana transfer, 

perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, serta kekayaan; 

i. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); 

j. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan 
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k. Pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh 

Bupati dan/atau Sekretaris Daerah sesuai tugas dan fungsinya. 

 

4.1.3 Susunan dan Kedudukan BPKD Kabupaten Aceh Besar 

Struktur organisasi adalah susunan formal yang menggambarkan 

bagaimana tugas, tanggung jawab, wewenang, dan aliran informasi dibagi 

dan dikoordinasikan dalam sebuah organisasi. Struktur ini menentukan 

bagaimana peran dan fungsi dalam organisasi diorganisasikan dan bagaimana 

hubungan antara individu dan unit kerja terjalin. Terkait dengan susunan dan 

kedudukan BPKD Aceh Besar yang diatur dalam Peraturan Bupati Aceh 

Besar Nomor 30 Tahun 2017, tentang tugas dan fungsi, adalah sebagai 

berikut: 

1. Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari: 

a. Kepala Badan; 

b. Sekretariat; 

c. Bidang Anggaran; 

d. Bidang Pendapatan Asli Daerah; 

e. Bidang Dana Transfer; 

f. Bidang Perbendaharaan; 

g. Bidang Akuntansi dan Pelaporan; 

h. Bidang Kekayaan; 

i. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan 

j. Kelompok Jabatan Fungsional. 

2. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari: 
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a. Sub Bagian Umum; 

b. Sub Bagian Keuangan; dan 

c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan. 

3. Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri 

dari: 

a. Sub Bidang Penyusunan Anggaran; 

b. Sub Bidang Evaluasi dan Analisis Anggaran; dan 

c. Sub Bidang Sistem Informasi Keuangan Daerah. 

4. Bidang Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d, terdiri dari: 

a. Sub Bidang Pendapatan dan Penetapan; 

b. Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan; dan 

c. Sub Bidang Pembinaan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi. 

5. Bidang Dana Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri 

dari: 

a. Sub Bidang Dana Bagi Hasil; 

b. Sub Bidang Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus; dan 

c. Sub Bidang Lain-lain Pendapatan yang Sah. 

6. Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, 

terdiri dari: 

a. Sub Bidang Verifikasi; 

b. Sub Bidang Pengeluaran; dan 

c. Sub Bidang Penerimaan. 
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7. Bidang Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf g, terdiri dari: 

a. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja; 

b. Sub Bidang Utang, Piutang dan Investasi Daerah; dan 

c. Sub Bidang Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan. 

8. Bidang Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri 

dari: 

a. Sub Bidang Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Penghapusan Barang; 

b. Sub Bidang Penilaian dan Pemanfaatan; dan 

c. Sub Bidang Inventarisasi, Evaluasi dan Pelaporan. 

 

4.2 Hasil Penelitian 

Data hasil penelitian pada bagian ini disampaikan secara rinci, 

dilengkapi beberapa kalimat-kalimat langsung yang peneliti peroleh dari 

informan. Kemudian data tersebut diinterpretasikan untuk mengungkap 

persoalan antara data yang dideskripsikan dengan harapan yang ingin dicapai 

dari tujuan penelitian. 

4.2.1 Strategi yang Digunakan BPKD Kabupaten Aceh Besar dalam    

         Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam     

         Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Aceh   

         Besar tahun 2019-2023 

 

Pajak yang diperoleh setiap pemerintah, tentunya mempunyai 

keuntungan tersendiri guna dikelola sebaik-baiknya untuk menuju perubahan 

baik tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Sebagai sumber 

pemasukan keuangan tentunya pajak memiliki banyak fungsi sebagai sumber 
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pendapatan yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran dengan 

pendapatan. Oleh sebab itu, dalam meperoleh pajak pemerintah harus lebih 

teliti dalam melakukan penerimaan pajak tersebut. Sehingga dibutuhkan 

berbagai strategi dalam penerimaannya, agar pemerintah tidak kehilangan 

kendali terlebih lagi untuk Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. 

Penjelasan yang peneliti peroleh dari Bapak Andria Syahputra, SE., 

MM. selaku Kepala Dinas BPKD Aceh Besar, memberikan keterangan 

sebagai berikut: 

“Berkaitan dengan strategi yang kami lakukan selamai ini, BPKD Aceh 

Besar mengambil sejumlah langkah untuk mengoptimalkan penerimaan 

pajak daerah dari sektor MBLB. Kami melakukan pendataan ulang dan 

pemutakhiran terhadap seluruh Wajib Pajak (WP) yang bergerak di sektor 

pertambangan non-logam dan batuan. Hal ini penting untuk memastikan 

legalitas dan volume produksi yang dilaporkan benar-benar valid”. 

(Wawancara pada tanggal 28 Mei 2025). 

 

Keterangan yang peneliti peroleh dari Bapak Andria Syahputra, SE., 

MM. memberikan gambaran bahwa pendataan ulang bagai Wajib Pajak 

(WP) di sektor pertambangan non-logam dan batuan merupakan langkah 

utama yang dilakukan guna mengetahui penerimaan pakaj daerah. Sehingga 

dengan pendataan tersebut dapat diketahui bahwa ada penambahan usaha 

WP terkait dengan kepatuhan dalam membayar pajak daerah. 

Keterangan di atas, juga diperkuat oleh Bapak Ashar Syam, SE. 

Sebagai Sekretaris Dinas BPKD Aceh Besar, memberikan keterangan 

sebagaimana terdapat pada teks wawancara di bawah ini. 

“Strategi yang kami gunakan cukup terintegrasi. Kami fokus pada tiga aspek 

utama, yaitu penataan data wajib pajak, peningkatan pengawasan, dan 

penguatan sistem informasi pajak daerah. Pada awalnya, kami menemukan 

bahwa banyak pelaku usaha tambang yang belum terdaftar atau belum tertib 
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dalam pelaporan. Maka kami lakukan pendataan ulang dan verifikasi 

lapangan secara menyeluruh.” (Wawancara pada tanggal 28 Mei 2025). 

 

Penjelasan yang peneliti peroleh dari Bapak Ashar Syam, SE. 

memberikan keterangan yang sejalan dengan Bapak Andria Syahputra, SE., 

MM. bahwa melakukan pendataan menajdi strateg awal dilakukan guna 

meningkatkan penerimaan pajak di Kabupaten Aceh Besar. Lebih lanjut 

peneliti juga memperoleh informasi dari Bapak Syahidul Haq, SE., M.Si. 

Sebagai Kabid Pendapatan Asli Daerah BPKD Aceh Besar, yang 

memberikan keterangan sebagai berikut: 

“Strategi kami fokus pada peningkatan efektivitas pemungutan dan 

pengawasan, karena sektor MBLB ini potensinya besar tetapi juga rawan 

kebocoran. Langkah pertama adalah kami melakukan pemetaan potensi 

pajak MBLB, termasuk identifikasi lokasi tambang aktif dan legalitasnya”. 

(Wawancara pada tanggal 28 Mei 2025). 

 

Penjelasan dari Bapak Syahidul Haq, SE., M.Si. sebagai Kabid 

Pendapatan Asli Daerah BPKD Aceh Besar, memberikan keterangan yang 

tidak jauh berbeda dengan informan sebalumnya. Dalam meningkatkan 

penerimaan pajak daerah melakukan berbagai langkah salah satunya 

pemetaan bagi Wajib Pajak (WP) di wilayah pemerintahan kabupaten Aceh 

Besar. 

Selain melakukan pemetaan terkait dengan Wajib Pajak (WP), 

peneliti juga memeperoleh informasi yang lain terkait dengan strategi yang 

dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh 

Besar. Sebagaimana informasi yang disampaikan oleh Bapak Andria 

Syahputra, SE., MM. selaku Kepala Dinas BPKD Aceh Besar, memberikan 

keterangan berikut ini. 



37 

 

 

 

“Perkembangan dunia digital tentunya membarikan peluang yang baik 

dalam melakukan berbagai terobosan. Sejak tahun 2021 kami mulai 

menerapkan Sistem Informasi Pajak Daerah (SIPD) berbasis digital. Wajib 

Pajak (WP) diwajibkan melaporkan produksi melalui aplikasi ini secara 

berkala. Alahmdulillah pada tahun 2022 penerapan dari aplikasi SIPD ini 

mendapatkan Opini WTP dari BPK RI karena menjadi yang terbaik di Aceh. 

Selain itu, kami juga bekerja sama dengan perbankan untuk 

mengintegrasikan sistem pembayaran online, sehingga pajak dapat dibayar 

langsung melalui e-billing”. (Wawancara pada tanggal 28 Mei 2025). 

 

Informasi di atas, memberikan keterangan bahwa aplikasi Sistem 

Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Aceh Besar, menjadi yang terbaik di 

Aceh, karena menjadi satu-satunya daerah di Aceh yang menerapkan secara 

penuh SIPD sejak proses perecanaan penganggaran hingga tahapan 

pelaporan anggaran mulai tahun 2022. Dengan kata lain, tidak 

menggunakan aplikasi pendamping, hingga mendapatkan Opini WTP dari 

BPK RI. 

Hal tersebut juga dinyatakan oleh Bapak Ashar Syam, SE. Sebagai 

Sekretaris Dinas BPKD Aceh Besar, sebagaimana terdapat pada teks 

wawancara di bawah ini. 

“Upaya digitalisasi dalam sistem pengelolaan pajak yang dilakukan BPKD 

Aceh Besar, mulai tahun 2021 kami menggunakan aplikasi pelaporan dan 

pembayaran pajak secara online, yang terintegrasi dengan sistem keuangan 

daerah. Ini memudahkan wajib pajak dalam pelaporan, serta mempercepat 

proses monitoring dan rekonsiliasi data oleh petugas kami”. (Wawancara 

pada tanggal 28 Mei 2025). 

 

Penjelasan dari Bapak Ashar Syam, SE. dapat disimpulkan bahwa 

BPKD Aceh Besar telah melakukan langkah digitalisasi dalam pengelolaan 

pajak sejak tahun 2021 dengan menerapkan aplikasi pelaporan dan 

pembayaran pajak secara online. Sistem ini terintegrasi dengan keuangan 

daerah, sehingga mempermudah wajib pajak dalam menyampaikan laporan 
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serta mempercepat proses monitoring dan rekonsiliasi data oleh petugas. 

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi 

dalam pengelolaan pajak daerah. 

Keterangan yang senada juga disampaikan oleh Bapak Syahidul 

Haq, SE., M.Si. sebagai Kabid Pendapatan Asli Daerah BPKD Aceh Besar, 

yang memberikan keterangan sebagai berikut: 

“Perkembangan teknologi juga memberikan inovasi teknologi terbaru 

dalam mendukung pemungutan pajak. Dimana kami menggunakan sistem 

informasi pajak daerah berbasis digital, yang memungkinkan pelaporan 

produksi dan pembayaran dilakukan secara online. Ini tidak hanya 

meningkatkan transparansi, tapi juga mempercepat proses rekonsiliasi 

antara data produksi dan pembayaran pajak”. (Wawancara pada tanggal 28 

Mei 2025). 

 

Penjelasana dari Bapak Syahidul Haq, SE., M.Si. dapat dipahaimi 

bahwa pemanfaatan teknologi oleh BPKD Aceh Besar telah mendorong 

inovasi dalam pemungutan pajak daerah melalui penerapan sistem informasi 

pajak berbasis digital. Sistem ini memungkinkan pelaporan produksi dan 

pembayaran pajak dilakukan secara online, sehingga tidak hanya 

meningkatkan transparansi, tetapi juga mempercepat proses rekonsiliasi 

data antara volume produksi dan realisasi pembayaran pajak. 

Peneliti juga memperoleh informasi dari Ibu Yulinda Kusyanti, SE., 

M.Si. Ak. Sebagai Kabid Akuntansi dan Pelaporan BPKD Aceh Besar. 

“Digitalisasi berperan besar dalam transparansi pelaporan karena dengan 

sistem digital, pelaporan menjadi lebih akurat dan cepat, serta dapat diakses 

oleh pejabat terkait untuk monitoring. Ini juga mencegah terjadinya human 

error dalam pencatatan penerimaan, dan mendukung akuntabilitas dalam 

pengelolaan pajak”. (Wawancara pada tanggal 28 Mei 2025). 
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Dapat dipahami bahwa guna memudahkan penerimaan pajak daerah 

oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Besar 

dengan memanfaat teknologi menggunakan aplikasi Sistem Informasi 

Pemerintah Daerah (SIPD). Penerapan aplikasi ini membuat Kabupaten 

Aceh Besar menjadi daerah yang terbaik dalam menggunakan aplikasi 

tersebut sehingga memperoleh penghargaan Opini WTP dari BPK RI. 

Berbagai langkah yang telah dilakukan tentu memiliki capaian agar 

terdapat peningkatakatan penerimaan pakak MBLB di Kabupaten Aceh 

Besar. Berbagai data informasi yang peneliti peroleh di lapangan 

memperlihatkan ada peningkatan penerimaan pajak yang diterima selama 

ini khususnya pada tahun 2019-2023. Sebagaimana keterangan yang 

peneliti peroleh dari dari Bapak Andria Syahputra, SE., MM. selaku Kepala 

Dinas BPKD Aceh Besar, memberikan keterangan sebagai berikut: 

“Alhamdulillah, ada peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2019 realisasi 

pajak dari sektor ini hanya sekitar Rp 3,4 miliar dan pada 2023 meningkat 

menjadi lebih dari Rp 3,6 miliar. Ini menunjukkan bahwa strategi yang kami 

terapkan cukup efektif, walaupun kami terus melakukan evaluasi dan 

perbaikan”. (Wawancara pada tanggal 28 Mei 2025). 

 

Seperti diungkapkan Bapak Ashar Syam, SE. sebagai Sekretaris 

Dinas BPKD Aceh Besar bahwasanya: 

“Strategi yang telah kami lakukan memberikan hasil yang signifikan. 

Dimana hasilnya cukup menggembirakan. Tercatat peningkatan penerimaan 

dari sektor pajak MBLB dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, realisasinya 

hanya sekitar Rp 3,5 miliar, dan pada tahun 2023 telah mencapai lebih. Ini 

menunjukkan bahwa pendekatan kami mulai menunjukkan hasil positif”. 

(Wawancara pada tanggal 28 Mei 2025). 
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Keterangan di atas juga diperkuat oleh Bapak Syahidul Haq, SE., 

M.Si. sebagai Kabid Pendapatan Asli Daerah BPKD Aceh Besar, yang 

memberikan keterangan sebagai berikut: 

“Dari sisi hasil, strategi yang telah dilakukan BPKD cukup efektif selama 

lima tahun terakhir. Penerimaan dari sektor MBLB mengalami tren 

peningkatan setiap tahunnya. Jika di awal 2019 penerimaan hanya sekitar 

Rp 3,2–3,5 miliar, maka pada tahun 2023 sudah tembus lebih dari Rp 3,6 

miliar. Ini bukti bahwa strategi yang konsisten dan kolaboratif dapat 

memberikan hasil yang positif”. (Wawancara pada tanggal 28 Mei 2025). 

 

Dari keterangan di atas, dapat dipahami bahwa strategi yang 

dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten 

Aceh Besar memberikan dampak yang signifikan dimana penerimaan pajak 

MBLB mengalami peningkatan jika dilihat data selama lima tahun tahun 

2019-2023. 

Peneliti juga memperoleh informasi dari Ibu Yulinda Kusyanti, SE., 

M.Si. Ak. Sebagai Kabid Akuntansi dan Pelaporan BPKD Aceh Besar. 

“Selama tahun 2019-2023 ada peningkatan yang signifikan dalam 

akuntabilitas dan transparansi, baik dari sisi pelaporan maupun realisasi 

penerimaan. Keterbukaan data dan akses yang cepat mendukung sinergi 

antar bidang di BPKD, sehingga strategi pemungutan pajak bisa lebih 

responsif. Ini berkontribusi pada peningkatan penerimaan sektor MBLB 

yang mencapai lebih dari Rp 3,5 miliar pada tahun 2023, meningkat cukup 

jauh dibanding awal periode”. (Wawancara pada tanggal 28 Mei 2025). 

 

Perolehan data wawancara dengan Ibu Eka Susanti, SE., M.Si. 

Sebagai Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda BPKD Aceh Besar 

yang memebrikan pernyataan sebagai berikut: 

“Dampak dari strategi-strategi yang dilakukan terhadap penerimaan pajak 

MBLB, dari tahun 2019 hingga 2023, terjadi peningkatan signifikan dalam 

penerimaan pajak dari sektor ini. Terutama setelah digitalisasi dan 

penguatan pengawasan, tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat, dan 
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pendapatan daerah dari sektor MBLB naik sekitar 20–30% dalam periode 

tersebut”. (Wawancara pada tanggal 28 Mei 2025). 

 

Berdasarkan perolehan data wawancara dari beberapa informan di 

atas, dapat dipahami bahwa strategi yang diterapkan oleh BPKD Aceh Besar 

dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah dari sektor Mineral Bukan 

Logam dan Batuan (MBLB) menunjukkan hasil yang cukup signifikan 

dalam kurun waktu 2019-2023. Strategi yang dilakukan pendataan ulang 

dan penguatan pengawasan BPKD Aceh Besar, verifikasi lapangan, serta 

pemetaan potensi pajak MBLB secara menyeluruh untuk memastikan 

legalitas dan akurasi laporan produksi dari wajib pajak. Upaya ini membantu 

meningkatkan kepatuhan dan memperkecil risiko kebocoran penerimaan 

pajak.  

Digitalisasi Sistem Pajak Daerah Sejak 2021 BPKD mulai 

menerapkan Sistem Informasi Pajak Daerah (SIPD) berbasis digital. Sistem 

ini memungkinkan pelaporan dan pembayaran pajak dilakukan secara 

online, terintegrasi dengan sistem keuangan daerah dan perbankan. Hal ini 

berkontribusi besar dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta 

efisiensi pemungutan pajak.  Kolaborasi dan Evaluasi Berkelanjutan 

Koordinasi antarbidang dalam BPKD diperkuat, disertai evaluasi strategi 

secara periodik. Sinergi internal serta keterbukaan data mempercepat 

respons terhadap permasalahan teknis maupun administratif yang muncul. 

Dampak dari implementasi strategi tersebut terbukti positif dimana 

penerimaan pajak sektor MBLB meningkat dari sekitar Rp 3,2-3,5 miliar 

pada tahun 2019 menjadi lebih dari Rp 3,6 miliar pada tahun 2023. Selain 
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peningkatan nilai, terjadi pula perbaikan dalam akuntabilitas dan efisiensi 

pengelolaan pajak dengan tingkat kepatuhan yang juga meningkat hingga 

20–30%. Capaian ini menunjukkan bahwa strategi yang konsisten, berbasis 

data, dan didukung digitalisasi mampu mendorong kinerja pajak daerah 

secara berkelanjutan. 

 

4.2.2 Kendala atau Tantangan Penerimaan Pajak Mineral Bukan 

Logam dan  

         Batuan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di 

Kabupaten  

         Aceh Besar tahun 2019-2023 

 

Pajak MBLB menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah 

(PAD), sehingga potensinya cukup besar terutama di daerah dengan 

aktivitas pertambangan seperti batu kapur, pasir, kerikil, batu pecah, tanah 

urug, dan lain-lain. Namun, penerimaan aktual dari sektor ini tentunya tidak 

terlepas dari kenadala atau tantangan tersndiri. Oleh sebab itu, BPKD di 

Kabupaten Aceh Besar harus lebih teliti dalam melihat perkembagan pajak 

MBLB. 

Terkait dengan kendala dan tantangan, peneliti memperoleh 

penjelasan dari Bapak Andria Syahputra, SE., MM. Selaku Kepala Dinas 

BPKD Aceh Besar sebagai berikut: 

“Selama periode 2019–2023, penerimaan pajak dari sektor MBLB di Aceh 

Besar memang menunjukkan tren yang fluktuatif. Ada peningkatan pada 

beberapa tahun, namun belum signifikan jika dibandingkan dengan potensi 

yang sebenarnya. Kami mengidentifikasi beberapa kendala utama yang 

memengaruhi realisasi pendapatan dari sektor ini. Pertama, kurangnya 

kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan volume dan nilai produksi. 

Banyak pelaku usaha tambang yang belum patuh terhadap regulasi, baik dari 
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segi pelaporan maupun pembayaran pajak. Kedua, minimnya pengawasan 

di lapangan, terutama terhadap kegiatan penambangan ilegal yang tidak 

memiliki izin resmi. Ini tentu berpengaruh langsung terhadap potensi 

penerimaan pajak yang seharusnya bisa kami tarik. Ketiga, koordinasi 

antarlembaga seperti antara BPKD, Dinas ESDM, Dinas Perizinan, dan 

Satpol PP masih belum maksimal, terutama dalam hal pendataan dan 

penindakan terhadap pelaku usaha tambang yang tidak taat aturan. Terakhir, 

terbatasnya sistem digitalisasi dan basis data yang akurat mengenai jumlah 

usaha tambang aktif dan volume produksi mereka menjadi kendala dalam 

validasi data dan pengawasan”. (Wawancara pada tanggal 28 Mei 2025). 

 

Keterangan yang peneliti peroleh dari Bapak Andria Syahputra, SE., 

MM. memberikan gambaran bahwa, penerimaan pajak MBLB memperoleh 

berbagai kendala yang secara garis besarnya terkait dengan kesadaran Wajib 

Pajak (WP) sehingga akan berdampak pada penerimaan pajak yang 

diperoleh. Selama tahun 2019-2023 penerimaan pajak dari sektor MBLB di 

Aceh Besar mengalami tren fluktuatif dan belum menunjukkan peningkatan 

yang signifikan jika dibandingkan dengan potensi yang ada. Beberapa 

kendala utama yang menghambat optimalisasi penerimaan pajak meliputi 

rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran, 

lemahnya pengawasan terhadap aktivitas penambangan ilegal, belum 

maksimalnya koordinasi antarlembaga terkait, serta keterbatasan sistem 

digitalisasi dan data akurat mengenai jumlah usaha tambang aktif serta 

volume produksinya. 

Hal ini juga diperkuat oleh Bapak Ashar Syam, SE. Sebagai 

Sekretaris Dinas BPKD Aceh Besar, memberikan keterangan sebagaimana 

terdapat pada teks wawancara di bawah ini. 

“Secara umum, realisasi penerimaan dari sektor pajak MBLB mengalami 

fluktuasi. Meskipun ada peningkatan kesadaran dari wajib pajak, kontribusi 

sektor ini terhadap total PAD masih relatif kecil. Beberapa tahun bahkan 
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tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun tantangan yang kita 

alami adalah; pertama, kurangnya kepatuhan Wajib Pajak dimana banyak 

pelaku usaha tambang MBLB belum sepenuhnya taat dalam melaporkan 

dan membayar kewajiban pajaknya secara rutin.  Kedua, pengawasan 

lapangan terbatas karena masih terbatasnya sumber daya manusia dan 

anggaran untuk melakukan pengawasan langsung di lokasi pertambangan 

membuat potensi kebocoran pajak cukup tinggi.  Ketiga, koordinasi antar 

instansi dinas teknis seperti Dinas ESDM, BPKD, dan pihak 

kecamatan/desa dalam pendataan dan pengawasan masih belum optimal.  

Terakhir, legalitas usaha tambang dimana banyak aktivitas tambang yang 

belum memiliki izin resmi (ilegal), sehingga tidak tercatat sebagai wajib 

pajak. (Wawancara pada tanggal 28 Mei 2025). 

 

Penjelasan yang peneliti peroleh di atas, memberikan gambaran 

bahwa penerimaan pajak MBLB di Kabupaten Aceh Besar secara umum 

realisasi penerimaan pajak dari sektor MBLB di Aceh Besar masih 

mengalami fluktuasi dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) relatif kecil, bahkan beberapa tahun tidak mencapai target. Hal ini 

disebabkan oleh berbagai tantangan, antara lain rendahnya kepatuhan wajib 

pajak dalam pelaporan dan pembayaran, terbatasnya pengawasan lapangan 

akibat kekurangan sumber daya manusia dan anggaran, lemahnya 

koordinasi antar instansi terkait, serta masih banyaknya aktivitas 

pertambangan ilegal yang tidak terdata sebagai wajib pajak. 

Penjelasan yang lain juga peneliti peroleh dari Bapak Syahidul Haq, 

SE., M.Si. sebagai Kabid Pendapatan Asli Daerah BPKD Aceh Besar, yang 

menjelaskan sebagai berikut: 

“Untuk saat ini, kontribusi dari pajak MBLB terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Aceh Besar memang masih tergolong kecil dibandingkan 

sektor-sektor lain seperti pajak bumi dan bangunan atau pajak restoran. 

Namun potensinya cukup besar, mengingat Aceh Besar memiliki banyak 

kegiatan penambangan galian C seperti pasir dan kerikil. Ada beberapa 

tantangan besar. Pertama, masih banyak aktivitas pertambangan yang 

belum memiliki izin resmi, atau yang kita sebut dengan pertambangan 
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ilegal. Ini jelas menyulitkan kami untuk menarik pajak secara adil dan sah. 

Kedua, minimnya data riil produksi dari perusahaan tambang juga membuat 

penghitungan pajak yang seharusnya dibayarkan menjadi tidak akurat. 

Ketiga, dari sisi pengawasan, kami kekurangan Sumber Daya Manusia dan 

teknologi pengawasan lapangan. Lokasi tambang tersebar dan sulit diakses, 

jadi kami sangat bergantung pada laporan dari pelaku usaha, yang tentu saja 

belum sepenuhnya transparan. Dari sisi pengumpulan, tingkat kepatuhan 

wajib pajak juga masih rendah, baik karena kurangnya pemahaman maupun 

karena kesengajaan.” (Wawancara pada tanggal 28 Mei 2025). 

 

Informasi yang peneliti peroleh dari Bapak Syahidul Haq, SE., M.Si. 

sebagai Kabid Pendapatan Asli Daerah BPKD Aceh Besar dapat 

disimpulkan bahwa kontribusi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

(MBLB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh Besar saat ini masih 

tergolong kecil dibandingkan sektor pajak lainnya, meskipun memiliki 

potensi yang besar. Tantangan utama yang dihadapi antara lain: masih 

banyaknya aktivitas pertambangan ilegal, kurangnya data produksi yang 

akurat dari perusahaan tambang, terbatasnya sumber daya manusia dan 

teknologi dalam pengawasan lapangan, serta rendahnya tingkat kepatuhan 

wajib pajak akibat minimnya pemahaman atau kesengajaan. Faktor-faktor 

ini menghambat optimalisasi penerimaan pajak dari sektor MBLB. 

Senada dengan penjelasan di atas, peneliti juga memperoleh 

informasi dari Ibu Eka Susanti, SE., M.Si. sebagai Analisis Keuangan Pusat 

dan Daerah Ahli Muda BPKD Aceh Besar. 

“Secara umum, pajak MBLB masih belum menjadi sumber utama PAD kita. 

Meski begitu, potensinya cukup besar karena Aceh Besar memiliki sejumlah 

titik kegiatan pertambangan galian C seperti pasir, batu kali, dan kerikil. Ini 

sektor yang bisa dikembangkan untuk mendongkrak PAD, jika dikelola 

secara optimal. Ada beberapa kendala teknis maupun struktural. Pertama, 

tingginya angka kegiatan tambang yang belum terdaftar atau tidak berizin 

resmi, sehingga tidak terdata dalam sistem perpajakan kita. Kedua, 

kurangnya koordinasi antara instansi terkait, terutama dalam hal pendataan 
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produksi riil dan pengawasan lapangan. Hal ini menyebabkan perbedaan 

data antara yang dilaporkan oleh wajib pajak dengan realitas di lapangan”. 

(Wawancara pada tanggal 28 Mei 2025). 

 

Berdasarkan perolehan data wawancara di atas, dapat dipahami 

bahwa terdapat berbagai tantangan dan kendala yang dihadapai dalam 

penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dalam meningkatkan 

penerimaan pajak daerah di Kabupaten Aceh Besar tahun 2019-2023. 

Diantaranya kepatuhan Wajib Pajak dan proses pengawasan yang terjadi di 

lapangan, dimana dua hal ini menjadi tantangan yang sulit dihadapi karena 

Wajib Pajak (WP) tentu menjadi salah satu pendukung dari peningkatan 

penerimaan pajak. Namun jika Wajib Pajak (WP) tidak memahami 

tanggungjawab dalam menyetor pajak tentunya akan berdampak pada 

penerimaan pajak yang diperoleh. Demikian pula proses pengawasan di 

lapangan terutama pada tambang illegal yang jika tidak pendapat 

pengawalan secara khusus selain merugikan negara juga akan 

mendatangkan dampak yang tidak baik pada lingkungan.  

Dalam menghadapi berbagai tantangan dan kendala di atas, peneliti 

juga menggali informasi terkait dengan Langkah-langkah yang dilakukan 

guna menangani tantangan tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh 

Bapak Andria Syahputra, SE., MM. Selaku Kepala Dinas BPKD Aceh 

Besar, memberikan keterangan sebagai berikut:  

“Untuk menangani berbagai kendala yang dialami, kami menyusun 

berbagai kebijakan baru yang direncanakan ke depan untuk meningkatkan 

penerimaan pajak daerah dari sektor ini. Diantaranya terkait dengan regulasi 

daerah yang lebih kuat dalam pengawasan dan pengenaan sanksi bagi 

pelaku usaha yang tidak patuh. Kami juga berencana memperluas kerja 

sama dengan pihak ketiga, termasuk akademisi dan lembaga pengawasan 
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independen, untuk melakukan kajian potensi pajak dan merekomendasikan 

strategi peningkatan penerimaan. Dengan upaya ini, kami berharap 

penerimaan pajak dari sektor MBLB bisa memberikan kontribusi yang lebih 

besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)”. (Wawancara pada tanggal 

28 Mei 2025). 

 

Penjelasan dari Bapak Andria Syahputra, SE., MM. Selaku Kepala 

Dinas BPKD Aceh Besar dapat dipahami untuk mengatasi berbagai kendala 

dalam optimalisasi penerimaan pajak MBLB, Pemerintah Kabupaten Aceh 

Besar telah merancang kebijakan strategis yang mencakup penguatan 

regulasi daerah, khususnya dalam hal pengawasan dan pemberian sanksi 

bagi pelaku usaha yang tidak patuh. Selain itu, upaya kolaborasi dengan 

pihak ketiga seperti akademisi dan lembaga pengawasan independen juga 

direncanakan guna mengkaji potensi pajak dan menyusun strategi 

peningkatan penerimaan. Diharapkan melalui langkah-langkah ini, 

kontribusi sektor MBLB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat 

ditingkatkan secara signifikan. 

Penjelasan di atas, juga diperkuat oleh Bapak Ashar Syam, SE. 

Sebagai Sekretaris Dinas BPKD Aceh Besar, memberikan keterangan 

sebagaimana terdapat pada teks wawancara di bawah ini. 

“Dalam mengatasi tantangan, ada beberapa Langkah yang disusun BPKD 

Aceh Besar; Pertama, penguatan regulasi daerah yang memberi sanksi tegas 

terhadap pelanggaran. Kedua, peningkatan kapasitas SDM dan teknologi 

informasi agar pendataan dan pengawasan bisa lebih efektif. Ketiga, 

membangun kesadaran kolektif antara pelaku usaha, masyarakat, dan 

pemerintah daerah tentang pentingnya kontribusi pajak demi pembangunan 

daerah. Dan tentunya, memperkuat sinergi antar-OPD agar pengelolaan 

potensi ini bisa lebih maksimal”. (Wawancara pada tanggal 28 Mei 2025). 

 

Perolehan data wawancara dengan Bapak Ashar Syam, SE. Sebagai 

Sekretaris Dinas BPKD Aceh Besar menjelaskan untuk mengatasi berbagai 
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tantangan dalam optimalisasi pajak MBLB, BPKD Aceh Besar telah 

menyusun sejumlah langkah strategis. Upaya tersebut mencakup penguatan 

regulasi daerah dengan sanksi tegas bagi pelanggar, peningkatan kapasitas 

SDM dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pendataan 

dan pengawasan, serta pembangunan kesadaran kolektif di kalangan pelaku 

usaha, masyarakat, dan pemerintah tentang pentingnya kontribusi pajak. 

Selain itu, sinergi antar-OPD juga terus diperkuat guna memaksimalkan 

pengelolaan potensi penerimaan dari sektor ini. 

Peneliti juga memperoleh informasi dari Ibu Yulinda Kusyanti, SE., 

M.Si. Ak. Sebagai Kabid Akuntansi dan Pelaporan BPKD Aceh Besar. 

“Kami berupaya memperkuat sinergi dengan dinas teknis seperti Dinas 

ESDM dan Dinas Perizinan, serta mendorong integrasi data lintas instansi. 

Kemudian, kami juga sedang mengembangkan sistem digital pelaporan dan 

pemantauan MBLB berbasis online, agar lebih transparan dan akuntabel. 

Tak kalah penting, kami juga terus melakukan sosialisasi dan pendampingan 

kepada para pelaku usaha tentang kewajiban dan manfaat pajak daerah”. 

(Wawancara pada tanggal 28 Mei 2025). 

 

Dari penjelasan Ibu Yulinda Kusyanti, SE., M.Si. Ak. ssebagai Kabid 

Akuntansi dan Pelaporan BPKD Aceh Besar dapat disimpulkan bahwa 

BPKD Aceh Besar berupaya meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak 

sektor MBLB melalui tiga strategi utama, yaitu: memperkuat sinergi dan 

integrasi data antar instansi terkait seperti Dinas ESDM dan Dinas Perizinan 

dalam mengembangkan sistem pelaporan dan pemantauan pajak berbasis 

digital untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, serta melakukan 

sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha agar lebih memahami 

dan mematuhi kewajiban perpajakan daerah. 
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Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan 

beberapa pejabat di lingkungan BPKD Aceh Besar, diketahui bahwa 

meskipun sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) memiliki 

potensi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) namun 

realisasi penerimaan pajaknya masih menghadapi berbagai kendala dan 

tantangan yang cukup kompleks. 

Salah satu permasalahan utama yang diungkapkan adalah rendahnya 

tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP). Banyak pelaku usaha tambang yang 

belum sepenuhnya melaporkan volume produksi secara benar, dan sebagian 

lainnya tidak rutin melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal ini diperparah 

oleh banyaknya aktivitas pertambangan ilegal, yaitu kegiatan penambangan 

yang tidak memiliki izin resmi, sehingga tidak terdaftar sebagai objek pajak 

dan luput dari pengawasan.   

Pengawasan di lapangan juga sangat terbatas, baik dari segi jumlah 

personel, anggaran, maupun akses geografis ke lokasi tambang yang 

tersebar di berbagai wilayah. Akibatnya, potensi kebocoran penerimaan 

pajak menjadi tinggi karena proses pengawasan lebih banyak bergantung 

pada laporan dari pelaku usaha, yang belum tentu mencerminkan kondisi 

riil di lapangan. 

Selain itu, koordinasi antarlembaga teknis seperti BPKD, Dinas 

ESDM, Dinas Perizinan, dan aparat penegak hukum belum berjalan secara 

optimal. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian data antara instansi, 

lemahnya pendataan, serta kurangnya tindakan tegas terhadap pelanggaran 
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yang terjadi di lapangan. Kondisi ini turut memperburuk efektivitas 

pemungutan pajak.  Dari sisi teknologi dan sistem informasi, BPKD Aceh 

Besar juga masih menghadapi kendala dalam hal minimnya digitalisasi dan 

belum adanya basis data terintegrasi yang memuat informasi akurat 

mengenai jumlah usaha tambang aktif, volume produksi, dan status legalitas 

masing-masing. Hal ini menyulitkan proses verifikasi dan rekonsiliasi data 

antara pelaporan dan realisasi pembayaran pajak.   

Namun demikian, pemerintah daerah melalui BPKD telah menyusun 

sejumlah langkah strategis untuk mengatasi hambatan tersebut. Langkah-

langkah tersebut mencakup penguatan regulasi daerah, peningkatan 

kapasitas SDM dan infrastruktur teknologi, pengembangan sistem 

pelaporan dan pengawasan berbasis digital, serta penguatan koordinasi 

antarlembaga dan sosialisasi kepada pelaku usaha tambang. Bahkan, 

terdapat upaya untuk bekerja sama dengan pihak ketiga, seperti akademisi 

dan lembaga pengawasan independen, guna memperkuat validasi potensi 

pajak dan merekomendasikan kebijakan yang tepat sasaran.   

Sehingga dengan strategi-strategi tersebut diharapkan ke depan 

sektor pajak MBLB dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap 

PAD Kabupaten Aceh Besar dan dikelola secara lebih transparan, akuntabel, 

dan berkelanjutan. 

 

4.3 Pembahasan 

4.3.1 Strategi yang Digunakan BPKD Kabupaten Aceh Besar dalam  

         Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam  
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         Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Aceh  

         Besar tahun 2019-2023 

 

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) merupakan salah 

satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang memiliki potensi besar di 

Kabupaten Aceh Besar, mengingat wilayah ini memiliki banyak kegiatan 

pertambangan material seperti pasir, kerikil, batu kali, dan tanah urug. 

Untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor ini Badan Pengelolaan 

Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Besar telah menerapkan 

berbagai strategi yang terstruktur dan berkelanjutan. 

BPKD Kabupaten Aceh Besar menerapkan berbagai strategi untuk 

meningkatkan penerimaan pajak daerah dari sektor MBLB selama periode 

2019-2023. Strategi utama meliputi pendataan ulang dan pemutakhiran 

wajib pajak, untuk memastikan legalitas dan akurasi laporan produksi. 

Koordinasi lintas instansi, termasuk dengan Dinas Lingkungan Hidup, 

Dinas ESDM, dan Satpol PP untuk pengawasan tambang ilegal. Penerapan 

sistem digital melalui aplikasi Sistem Informasi Pajak Daerah (SIPD) dan 

e-billing, guna meningkatkan efisiensi pelaporan dan pembayaran pajak.  

Sosialisasi dan edukasi, dilakukan secara rutin kepada para pelaku usaha 

untuk meningkatkan kesadaran pajak. Pemberian insentif dan penghapusan 

denda untuk mendorong kepatuhan sukarela dari wajib pajak. 

Hasil dari strategi ini menunjukkan peningkatan signifikan pada 

penerimaan pajak sektor MBLB, dari sekitar Rp 3,2 miliar pada 2019 

menjadi lebih dari Rp 3,6 miliar pada 2023.  Secara keseluruhan, strategi 
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yang diterapkan BPKD Aceh Besar terbukti efektif dalam meningkatkan 

pendapatan asli daerah dari sektor MBLB, meskipun tantangan seperti 

aktivitas tambang ilegal dan kepatuhan WP masih menjadi perhatian. 

Melalui strategi-strategi tersebut, BPKD Kabupaten Aceh Besar berupaya 

meningkatkan kontribusi sektor MBLB terhadap total pendapatan daerah 

serta menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan, adil, dan efisien.  

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Yulianti et al. (2023) bahwa pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di 

Kabupaten Lingga. Hasil penelitian ini berbeda dengan perolehan data yang 

dilakukan oleh Fikri et al. (2024) bahwa dari tahun 2018-2022 target dan 

realisasi PMBLB mengalami ketidakstabilan dengan tingkat efektivitas dan 

kontribusi yang bervariasi. Sedangkan penelitian Wulandari et al. (2023) 

menyatakan bahwa tingkat efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan 

Batuan pada tahun 2018-2021 termasuk dalam kategori sangat efektif. 

4.3.2 Kendala atau Tantangan Penerimaan Pajak Mineral Bukan     

         Logam dan Batuan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak  

         Daerah di Kabupaten Aceh Besar tahun 2019-2023 

 

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) merupakan salah 

satu komponen penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Kabupaten Aceh Besar. Namun, dalam kurun waktu 2019 hingga 

2023, penerimaan dari sektor ini masih belum optimal. Berdasarkan 

wawancara dengan Sekretaris Dinas BPKD Aceh Besar, teridentifikasi 
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sejumlah kendala utama yang menghambat maksimalisasi penerimaan pajak 

tersebut. 

Salah satu kendala mendasar adalah minimnya akurasi data 

mengenai jumlah usaha tambang aktif, lokasi kegiatan, serta volume 

produksi. Hal ini diperburuk dengan keterbatasan sumber daya manusia dan 

sarana pengawasan, yang mengakibatkan banyak aktivitas penambangan 

tidak terpantau dengan baik. Selain itu, terdapat kurangnya kesadaran dan 

kepatuhan dari pelaku usaha dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, 

termasuk pelaporan dan pembayaran yang sesuai ketentuan.   

Di sisi lain, koordinasi antarinstansi terkait masih belum berjalan 

efektif, sehingga upaya pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran 

belum maksimal. Tidak jarang ditemui kasus penambangan ilegal atau tanpa 

izin resmi, yang tentunya tidak memberikan kontribusi terhadap PAD. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, BPKD Aceh Besar telah 

melakukan berbagai upaya, mulai dari peningkatan sosialisasi kepada 

pelaku usaha, penyusunan basis data yang lebih terintegrasi, hingga 

pengembangan sistem pelaporan pajak berbasis digital. Oleh sebab itu, 

BPKD Aceh Besar memerlukan penguatan regulasi daerah, peningkatan 

kapasitas kelembagaan, serta sinergi lintas sektor agar potensi dari pajak 

MBLB dapat dikelola secara lebih optimal dan berkelanjutan. 
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4.3.3 Analisis SWOT Strategi Penerimaan Pajak Mineral Bukan  

         Logam dan Batuan untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak  

         Daerah Kabupaten Aceh Besar 

 

Pada sub ini, peneliti menganalisi data yang telah diperoleh di 

lapangan terkait dengan strategi penerimaan pajak mineral bukan logam dan 

batuan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Aceh 

Besar menggunakan analisis SWOT. Hal ini bertujuan untuk 

menggambarkan secara rinci terkait dengan kekuatan, kelemahan, peluang 

dan ancaman. 

Sebelum merumuskan strategi penerimaan pajak mineral bukan 

logam dan batuan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah Kabupaten 

Aceh Besar menggunakan analisis matriks SWOT tahapan awalnya yaitu 

analisis faktor internal dan ekternal. Rangkuti (2019) menekankan bahwa 

analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor 

internal dan eksternal yang memengaruhi keberhasilan suatu organisasi. 

Analisis faktor internal digunakan untuk menilai kinerja Badan Pengelolaan 

Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Besar yang merupakan faktor 

kekuatan dan kelemahan yang ada untuk mencapai tujuan pemerintahan 

terkait dengan peningkatan penerimaan pajak. Menurut Wheelen dan 

Hunger (2012) analisis internal adalah proses untuk mengevaluasi kekuatan 

dan kelemahan organisasi dengan melihat faktor-faktor yang berada dalam 

kendali organisasi seperti sumber daya, kemampuan, dan kompetensi inti. 

Faktor internal pada penelitian ini terdapat pada aspek sumber daya alam 

yang melimpah, regulasi daerah yang mendukung, peningkatan kesadaran 
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wajib pajak dan Kontribusi signifikan ke PAD. Dari seluruh aspek internal 

tersebut kemudian dianalisis apa saja kekuatan dan kelemahan dari setiap 

aspek.  

Sedangkan analisis faktor eksternal, fokus pada kondisi yang ada dan 

kecenderungan yang muncul dari luar, tetapi dapat memberi pengaruh 

kinerja organisasi. Dalam hal ini, yang termasuk dalam faktor eksternal 

dalam aspek regulasi dan kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi dan 

investasi, ketersediaan dan potensi sumber daya alam, penegakan hukum 

dan pengawasan, serta dukungan teknologi dan digitalisasi. David (2011) 

menyatakan bahwa faktor eksternal terdiri dari variabel di luar organisasi 

yang memiliki potensi untuk memengaruhi organisasi secara langsung atau 

tidak langsung. Dari seluruh aspek eksternal tersebut, kemudian dianalisis 

apa saja peluang dan ancaman dari setiap aspek tersebut. Adapun hasilnya 

bisa dilihat pada Tabel di bawah ini. 

Tabel 4.1  

Faktor Strategi Internal 
No Aspek Kekuatan Kelemahan 

1 Kapasitas 

Sumber Daya 

Manusia (SDM) 

✓ Pelatihan dan peningkatan 

kompetensi aparatur pajak 

daerah dalam memahami 

regulasi perpajakan MBLB 

dan teknik pemungutannya.   

✓ Penempatan pegawai 

berdasarkan kompetensi 

teknis dan administratif untuk 

mengelola sektor pajak ini 

secara efektif. 

✓ Adanya tenaga ahli dari 

bidang teknis (geologi, 

pertambangan, kehutanan) 

yang dilibatkan. 

✓ Pelatihan yang diselenggarakan 

umumnya bersifat umum (tentang 

pajak daerah secara keseluruhan), 

tidak fokus pada karakteristik khusus 

pajak MBLB, seperti perhitungan 

volume produksi tambang atau dasar 

pengenaan pajak sesuai realisasi. 

✓ Masih kurangnya tenaga teknis atau 

analis perpajakan yang paham secara 

spesifik tentang pajak MBLB. 

✓ Pelatihan belum merata (jumlah 

peserta terbatas, tidak kontinyu). 

✓ Kurangnya pemahaman teknis oleh 

petugas pemungut pajak lapangan. 

✓ Tingginya rotasi pegawai 

menyebabkan kehilangan SDM 

berpengalaman. 
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No Aspek Kekuatan Kelemahan 

✓ Keterbatasan anggaran pelatihan 

lanjutan dan sertifikasi teknis. 

2 Regulasi daerah 

yang mendukung 

✓ Penyusunan dan penyesuaian 

Peraturan Bupati atau Perda 

yang mendukung 

optimalisasi penerimaan 

pajak MBLB. 

✓ Penegakan aturan melalui 

penertiban penambang ilegal 

dan penyusunan SOP 

penagihan pajak  

✓ Terkadang regulasi daerah belum 

disesuaikan dengan perubahan regulasi 

nasional (misalnya PP No. 35 Tahun 

2023 tentang Pajak Daerah). 

✓ Peraturan daerah atau peraturan bupati 

belum secara detail mengatur tentang 

mekanisme, tarif khusus, sanksi, dan 

pemantauan terhadap pajak MBLB. 

✓ Peraturan teknis masih multitafsir dan 

membutuhkan revisi berulang. 

✓ Minimnya sosialisasi kepada 

stakeholder (penambang, pengusaha 

angkutan, aparat desa). 

3 Pendataan dan 

Validasi Objek 

Pajak 

✓ Strategi aktif dalam 

inventarisasi dan pemetaan 

lokasi tambang MBLB di 

wilayah Aceh Besar. 

✓ Koordinasi dengan dinas 

teknis (seperti Dinas ESDM) 

untuk memastikan semua 

objek pajak terdata dan 

dikenai pajak sesuai 

ketentuan. 

✓ Adanya penggunaan sistem 

digital peta pertambangan. 

✓ Data wajib pajak dan lokasi tambang 

tidak selalu mutakhir atau tervalidasi 

dengan baik.   

✓ Kurangnya sistem pemantauan 

langsung (monitoring lapangan) 

membuat potensi pajak MBLB banyak 

yang tidak tergali. 

✓ Minimnya tenaga lapangan yang 

terlatih secara geospasial. 

4 Pengawasan dan 

Evaluasi Internal 

✓ Monitoring berkala atas 

target dan realisasi 

penerimaan pajak.   

✓ Audit internal terhadap 

efektivitas pelaksanaan 

strategi pemungutan pajak 

MBLB. 

✓ Penggunaan indikator 

efektivitas strategi. 

✓ Monitoring berkala sering dilakukan 

sekadar sebagai kewajiban 

administratif, bukan sebagai alat 

pengambilan keputusan strategis.  

Tidak ada analisis mendalam tentang 

mengapa target tidak tercapai atau apa 

faktor penghambat di lapangan. 

✓ Audit internal cenderung berorientasi 

administratif atau kepatuhan formal, 

bukan pada evaluasi efektivitas strategi 

pemungutan pajak. 

✓ Tidak ada dashboard pemantauan 

kinerja secara real time. 

5 Koordinasi 

Antar-SKPD 

✓ Sinergi antara BPKD dengan 

Dinas Lingkungan Hidup, 

Dinas Pertambangan, dan 

Satpol PP dalam mengawasi 

dan menindak pelaku usaha 

tambang yang tidak patuh.   

✓ Tim terpadu dalam 

pengawasan lapangan dan 

penertiban pajak. 

✓ Kurang efektifnya koordinasi antara 

BPKD, Dinas ESDM, Dinas 

Lingkungan Hidup, dan Satpol PP 

dalam penertiban dan pendataan 

tambang.   

✓ Ego sektoral antar-SKPD bisa 

menyebabkan duplikasi kerja atau 

tumpang tindih kewenangan. 

✓ Tidak adanya forum koordinasi rutin 

khusus pajak MBLB. 

Sumber: Analisis Penulis (2025) 
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Tabel 4.2 

Faktor Strategi Ekternal 
No Aspek Peluang Ancaman 

1 Dukungan 

Teknologi dan 

Digitalisasi 

✓ Mengembangkan atau 

mengintegrasikan sistem e-

PBB dan e-SPTPD untuk 

pajak MBLB 

✓ Penempatan pegawai yang 

memiliki kompetensi 

teknis di bidang perpajakan 

dan pertambangan akan 

menghasilkan proses 

penilaian pajak yang lebih 

akurat dan sesuai 

ketentuan. 

✓ Pemanfaatan SDM 

kompeten bidang pemetaan 

dan sistem informasi 

geografis. 

✓ Potensi kolaborasi dengan 

penyedia teknologi 

pemantauan tambang 

berbasis sensor dan GPS. 

✓ Kemudahan integrasi data 

dengan aplikasi milik pusat 

(SIPD, SIMDA, e-Tax). 

✓ Pemantauan aktivitas tambang 

masih banyak dilakukan secara 

manual atau tidak menggunakan 

teknologi seperti GPS tracking, 

drone, atau sistem pelaporan 

otomatis. 

✓ Tidak semua pegawai yang tersedia 

memiliki kompetensi teknis atau 

pengalaman spesifik di bidang 

perpajakan daerah atau sektor 

pertambangan. 

✓ Penambangan ilegal masih sulit 

dipantau karena keterbatasan akses 

jaringan di lokasi tambang. 

✓ Kurangnya pelatihan aparatur 

terhadap sistem baru menyebabkan 

resistensi. 

✓ Ketergantungan pada sistem pusat 

berisiko terhadap keterlambatan 

sinkronisasi data. 

2 Regulasi dan 

Kebijakan 

Pemerintah 

✓ Menyesuaikan regulasi 

daerah dengan kebijakan 

pusat agar penarikan pajak 

MBLB lebih efektif. 

✓ Memastikan bahwa setiap 

aktivitas penambangan 

memiliki izin resmi agar 

dapat dikenai pajak. 

✓ Penyusunan regulasi lokal 

sejalan dengan kebijakan 

nasional. 

✓ Revisi regulasi 

memberikan peluang 

perbaikan sistem pajak 

berbasis potensi. 

✓ Peluang integrasi Perda 

dengan platform pajak 

berbasis OSS-RBA. 

✓ BPKD tidak memiliki kendali 

penuh terhadap perubahan 

peraturan di tingkat nasional 

(seperti UU Pajak Daerah, aturan 

ESDM). 

✓ Prosedur perizinan tambang sering 

kali rumit, memakan waktu lama, 

dan memerlukan banyak 

persyaratan administratif.  

Sehingga pelaku usaha cenderung 

menghindari perizinan resmi dan 

memilih tambang ilegal untuk 

menghindari biaya dan waktu. 

✓ Prosedur perizinan yang panjang 

menyebabkan pelaku usaha enggan 

legalisasi. 

✓ Birokrasi terlalu ketat 

menyebabkan investor lambat 

merespon. 

✓ Inkonsistensi antara peraturan 

pusat dan daerah menyebabkan 

multitafsir implementasi. 

3 Kondisi Ekonomi 

dan Investasi 

✓ Meningkatkan kerja sama 

dengan DPMPTSP dalam 

menarik investasi tambang 

legal 

✓ Memberikan insentif 

kepada pelaku usaha patuh 

✓ Meskipun kerja sama sudah 

terjalin, prosedur perizinan yang 

rumit dan birokrasi panjang masih 

menjadi kendala bagi investor. 

✓ Insentif, seperti potongan pajak, 

pengurangan denda, atau fasilitas 

lainnya, membutuhkan alokasi 
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No Aspek Peluang Ancaman 

pajak untuk memperluas 

basis pajak. 

✓ Tren penggunaan bahan 

galian lokal meningkat 

karena kebijakan TKDN. 

anggaran atau potensi pengurangan 

pendapatan daerah. 

✓ Prosedur masuk investasi tambang 

masih panjang. 

✓ Investor lebih tertarik pada sektor 

yang dianggap lebih “cepat balik 

modal”. 

✓ Fluktuasi ekonomi dan harga 

komoditas tambang memengaruhi 

penerimaan daerah. 

4 Ketersediaan dan 

Potensi Sumber 

Daya Alam 

✓ Memetakan wilayah 

potensial untuk 

peningkatan basis pajak 

✓ Koordinasi dengan Dinas 

ESDM dan Dinas 

Lingkungan Hidup untuk 

pemanfaatan potensi secara 

legal. 

✓ Koordinasi lintas sektor 

untuk legalisasi potensi 

SDA yang belum 

dimanfaatkan. 

✓ Pemanfaatan kawasan 

tambang rakyat dengan 

legalitas berbasis Peraturan 

Bupati.  

✓ Peluang eksplorasi wilayah 

baru berbasis peta geologi. 

✓ Tidak semua wilayah di Aceh 

Besar memiliki kandungan mineral 

bukan logam dan batuan yang 

layak tambang. 

✓ Dinas ESDM lebih fokus pada 

pengelolaan dan pengawasan 

sumber daya mineral, sedangkan 

Dinas Lingkungan Hidup fokus 

pada aspek konservasi dan 

pengelolaan dampak lingkungan. 

Sehingga terdapat hambatan dalam 

pengambilan keputusan bersama. 

✓ Banyak wilayah berpotensi namun 

berada di kawasan konservasi atau 

rawan konflik lahan. 

✓ Keterbatasan data valid 

menyebabkan penetapan zona 

eksplorasi lambat. 

✓ Perbedaan fokus antara instansi 

teknis (ESDM) dan instansi 

lingkungan hidup. 

5 Penegakan 

Hukum dan 

Pengawasan 

✓ Kerja sama dengan Satpol 

PP, Kepolisian, dan Dinas 

ESDM untuk pengawasan 

✓ Digitalisasi pengawasan 

dan pelaporan tambang 

melalui sistem daring. 

✓ Potensi kolaborasi dengan 

lembaga anti korupsi atau 

pengawas eksternal untuk 

transparansi. 

✓ Lemahnya pengawasan lintas 

sektor. Sehingga masih adanya 

tambang ilegal yang tidak 

menyumbang pajak. 

✓ Banyak lokasi tambang berada di 

daerah terpencil yang belum 

memiliki akses internet stabil dan 

memadai.  Sehingga sistem daring 

sulit diakses secara konsisten, 

menghambat pelaporan dan 

pengawasan real-time. 

✓ Minimnya pengawasan malam hari 

atau hari libur menyebabkan 

kebocoran penerimaan.  

✓ Tidak adanya SOP terpadu antar-

pihak untuk tindakan langsung di 

lapangan. 

  Sumber: Analisis Penulis (2025) 

Dari hasil penentuan faktor internal dan eksternal di atas, maka 

untuk merumuskan strategi penerimaan pajak mineral bukan logam dan 



59 

 

 

 

batuan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Aceh 

Besar, dilakukan anilisis SWOT dengan menggunakan tabel matriks 

SWOT seperti pata tabel di bawah ini. 

Tabel 4.3 

Matriks SWOT 

Faktor Penentu 
Faktor Internal 

Kekuatan (S) Kelemahan (W) 

Faktor Ekstrenal 
Peluang (O) SO WO 

Ancaman (T) ST WT 

Sumber: (Rangkuti, 2019). 

4.3.3.1 Strategi S-O Strengths-Opportunities (Kekuatan dan Peluang) 

Dari hasil analisa penentuan faktor internal dan eksternal 

didapatkan hasil berupa faktor internal yang berisikan kekuatan 

(Strengths) dan kelemahan (Weaknesses), serta faktor eksternal yang 

didalamnya terdapat peluang (Opportunities) dan ancaman (Threats). Dari 

hasil tersebut, selanjutnya dilakukan analisis matriks SWOT yaitu yang 

pertama antara Strengths (S) dengan Opportunities (O) yang digunakan 

untuk menarik keuntungan dari peluang yang tersedia dalam lingkungan 

eksternal. Adapun hasilnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.4  

Strategi S-O 

Kekuatan (S) Peluang (O) Strategi (S-O) 
❖ S1- Pelatihan dan 

peningkatan kompetensi 

aparatur pajak daerah 

dalam memahami regulasi 

perpajakan MBLB dan 

teknik pemungutannya. 

❖ O1- Mengembangkan atau 

mengintegrasikan sistem e-

PBB dan e-SPTPD untuk 

pajak MBLB. 

❖ S1-S2-O1-O2 

Penguatan Kapasitas 

SDM tentang Regulasi 

pajak MBLB dan 

penguatan sistem 

teknologi. 

Menempatkan pegawai 

yang memahami aspek 

teknis pertambangan 

dan administrasi 

perpajakan di bidang 

pajak MBLB. 

❖ S2- Penempatan pegawai 

berdasarkan kompetensi 

teknis dan administratif 

untuk mengelola sektor 

pajak ini secara efektif. 

❖ O2- Penempatan pegawai 

yang memiliki kompetensi 

teknis di bidang perpajakan 

dan pertambangan akan 

menghasilkan proses 

penilaian pajak yang lebih 

akurat dan sesuai ketentuan. 
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Kekuatan (S) Peluang (O) Strategi (S-O) 
❖ S3- Penyusunan dan 

penyesuaian Peraturan 

Bupati atau Perda yang 

mendukung optimalisasi 

penerimaan pajak MBLB. 

❖ O3- Menyesuaikan regulasi 

daerah dengan kebijakan 

pusat agar penarikan pajak 

MBLB lebih efektif. 

❖ S3-S4-O3-O4 

Melakukan evaluasi 

terhadap Perda dan 

Peraturan Bupati yang 

mengatur pajak MBLB 

dan Mendukung 

penggunaan teknologi 

(e-SPTPD, e-PBB) 

dalam pemungutan. 

❖ S4- Penegakan aturan 

melalui penertiban 

penambang ilegal dan 

penyusunan SOP 

penagihan pajak 

❖ O4- Memastikan bahwa 

setiap aktivitas 

penambangan memiliki izin 

resmi agar dapat dikenai 

pajak. 

❖ S5- Strategi aktif dalam 

inventarisasi dan pemetaan 

lokasi tambang MBLB di 

wilayah Aceh Besar. 

❖ O5- Memetakan wilayah 

potensial untuk peningkatan 

basis pajak. 

❖ S5-S6-O5-O6 

Mengidentifikasi dan 

menyusun database 

Wajib Pajak 

❖ S6- Koordinasi dengan 

dinas teknis (seperti Dinas 

ESDM) untuk memastikan 

semua objek pajak terdata 

dan dikenai pajak sesuai 

ketentuan. 

❖ O6- Koordinasi dengan 

Dinas ESDM dan Dinas 

Lingkungan Hidup untuk 

pemanfaatan potensi secara 

legal. 

❖ . Membentuk forum 

koordinasi antar dinas 

teknis (Bapenda, Dinas 

ESDM, DLH, Dinas 

Perizinan, Satpol PP) 

❖ S7- Monitoring berkala atas 

target dan realisasi 

penerimaan pajak. 

❖ O7- Meningkatkan kerja 

sama dengan DPMPTSP 

dalam menarik investasi 

tambang legal. 

❖ S7-S8-O7-O8 

Mengembangkan 

dashboard real-time 

untuk memantau target 

dan realisasi 

penerimaan pajak 

MBLB. 

❖ S8- Audit internal terhadap 

efektivitas pelaksanaan 

strategi pemungutan pajak 

MBLB. 

❖ O8- Memberikan insentif 

kepada pelaku usaha patuh 

pajak untuk memperluas 

basis pajak. 

❖ S9- Sinergi antara BPKD 

dengan Dinas Lingkungan 

Hidup, Dinas 

Pertambangan, dan Satpol 

PP dalam mengawasi dan 

menindak pelaku usaha 

tambang yang tidak patuh. 

❖ O9- Kerja sama dengan 

Satpol PP, Kepolisian, dan 

Dinas ESDM untuk 

pengawasan. 

❖ S9-S10-O9-O10 

Menyusun daftar 

pelaku usaha tambang 

yang belum membayar 

pajak atau belum 

mengurus izin secara 

lengkap.  Membangun 

sistem peringatan dini 

(early warning system) 

untuk pelaku yang 

berpotensi tidak patuh. 

❖ S10- Tim terpadu dalam 

pengawasan lapangan dan 

penertiban pajak. 

❖ O10- Digitalisasi 

pengawasan dan pelaporan 

tambang melalui sistem 

daring. 

Sumber: Analisis Penulis (2025) 

4.3.3.2 Strategi W-O Weaknesses-Opportunities (Kelemahan dan  

                          Peluang) 

Dari hasil analisa penentuan faktor internal dan eksternal 

didapatkan hasil berupa faktor internal dan faktor eksternal. Strategi W-O 

adalah strategi yang disusun dengan memanfaatkan peluang eksternal (O) 
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yang ada di lingkungan BPKD untuk mengatasi atau meminimalkan 

kelemahan internal (W) dari strategi yang dilakukan.  Dengan kata lain, 

meskipun BPKD memiliki kelemahan, ia tetap bisa berkembang jika 

mampu mengambil peluang yang tersedia secara baik. 

 

Tabel 4.5 

Strategi W-O 

Kelemahan (W) Peluang (O) Strategi (W-O) 
❖ W1- Pelatihan yang 

diselenggarakan umumnya 

bersifat umum (tentang pajak 

daerah secara keseluruhan), 

tidak fokus pada 

karakteristik khusus pajak 

MBLB, seperti perhitungan 

volume produksi tambang 

atau dasar pengenaan pajak 

sesuai realisasi. 

❖ O1- Mengembangkan atau 

mengintegrasikan sistem e-

PBB dan e-SPTPD untuk 

pajak MBLB. 

❖ W1-W2-O1-O2 

Mengembangkan program 

pelatihan teknis yang fokus 

pada karakteristik khusus 

pajak MBLB. Pelatihan 

dapat disinergikan dengan 

pengembangan sistem e-

PBB dan e-SPTPD agar 

SDM memahami 

penggunaannya secara 

teknis. ❖ W2- Masih kurangnya 

tenaga teknis atau analis 

perpajakan yang paham 

secara spesifik tentang pajak 

MBLB. 

❖ O2- Penempatan pegawai 

yang memiliki kompetensi 

teknis di bidang 

perpajakan dan 

pertambangan akan 

menghasilkan proses 

penilaian pajak yang lebih 

akurat dan sesuai 

ketentuan. 

❖ W3- Terkadang regulasi 

daerah belum disesuaikan 

dengan perubahan regulasi 

nasional (misalnya PP No. 35 

Tahun 2023 tentang Pajak 

Daerah). 

❖ O3- Menyesuaikan 

regulasi daerah dengan 

kebijakan pusat agar 

penarikan pajak MBLB 

lebih efektif. 

❖ W3-W4-O3-O4 Melakukan 

revisi terhadap Perda dan 

Perbup terkait pajak MBLB 

agar selaras dengan PP No. 

35 Tahun 2023 dan regulasi 

nasional lainnya. 

Membentuk tim teknis 

lintas sektor (BPKD, 

Bagian Hukum, Dinas 

ESDM, dan DPRD) untuk 

menyusun atau 

memperbaharui regulasi 

terkait MBLB secara 

komprehensif dan responsif 

terhadap dinamika pusat. 

❖ W4- Peraturan daerah atau 

peraturan bupati belum 

secara detail mengatur 

tentang mekanisme, tarif 

khusus, sanksi, dan 

pemantauan terhadap pajak 

MBLB. 

❖ O4- Memastikan bahwa 

setiap aktivitas 

penambangan memiliki 

izin resmi agar dapat 

dikenai pajak. 

❖ W5- Data wajib pajak dan 

lokasi tambang tidak selalu 

mutakhir atau tervalidasi 

dengan baik. 

❖ O5- Memetakan wilayah 

potensial untuk 

peningkatan basis pajak. 

❖ W5-W6-O5-O6 Melakukan 

pemutakhiran data wajib 

pajak dan lokasi tambang 

secara berkala melalui 

koordinasi dengan Dinas 

ESDM dan Dinas 

Lingkungan Hidup (DLH). 

❖ W6- Kurangnya sistem 

pemantauan langsung 

(monitoring lapangan) 

❖ O6- Koordinasi dengan 

Dinas ESDM dan Dinas 

Lingkungan Hidup untuk 
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Kelemahan (W) Peluang (O) Strategi (W-O) 
membuat potensi pajak 

MBLB banyak yang tidak 

tergali. 

pemanfaatan potensi 

secara legal. 

❖ W7- Monitoring berkala 

sering dilakukan sekadar 

sebagai kewajiban 

administratif, bukan sebagai 

alat pengambilan keputusan 

strategis.  Tidak ada analisis 

mendalam tentang mengapa 

target tidak tercapai atau apa 

faktor penghambat di 

lapangan. 

❖ O7- Meningkatkan kerja 

sama dengan DPMPTSP 

dalam menarik investasi 

tambang legal. 

❖ W7-W8-O7-O8 Mengubah 

monitoring berkala dari 

sekadar pelaporan 

administratif menjadi alat 

pengambilan keputusan 

berbasis data. 

Mengembangkan fungsi 

audit internal berbasis 

evaluasi kinerja strategis, 

bukan hanya aspek 

kepatuhan administratif. ❖ W8- Audit internal 

cenderung berorientasi 

administratif atau kepatuhan 

formal, bukan pada evaluasi 

efektivitas strategi 

pemungutan pajak. 

❖ O8- Memberikan insentif 

kepada pelaku usaha patuh 

pajak untuk memperluas 

basis pajak. 

❖ W9- Kurang efektifnya 

koordinasi antara BPKD, 

Dinas ESDM, Dinas 

Lingkungan Hidup, dan 

Satpol PP dalam penertiban 

dan pendataan tambang. 

❖ O9- Kerja sama dengan 

Satpol PP, Kepolisian, dan 

Dinas ESDM untuk 

pengawasan. 

❖ W9-W10-O9-O10 

Pembentukan Tim Terpadu 

Penertiban dan Pengawasan 

Tambang, dan menyusun 

standar operasional 

prosedur 

❖ W10- Ego sektoral antar-

SKPD bisa menyebabkan 

duplikasi kerja atau tumpang 

tindih kewenangan. 

❖ O10- Digitalisasi 

pengawasan dan pelaporan 

tambang melalui sistem 

daring. 

❖  (SOP) terpadu. 

Sumber: Analisis Penulis (2025) 

 

4.3.3.3 Strategi S-T Strengths-Threats (Kekuatan dan Ancaman) 

Strategi S-T (Strengths-Threats) adalah bagian dari analisis SWOT 

yang berfokus pada pemanfaatan kekuatan internal suatu organisasi untuk 

mengatasi atau mengantisipasi ancaman dari lingkungan eksternal. 

Tabel 4.6  

Strategi S-T 

Kekuatan (S) Ancaman (T) Strategi (S-T) 
❖ S1- Pelatihan dan 

peningkatan kompetensi 

aparatur pajak daerah 

dalam memahami regulasi 

perpajakan MBLB dan 

teknik pemungutannya. 

❖ T1- Pemantauan aktivitas 

tambang masih banyak 

dilakukan secara manual 

atau tidak menggunakan 

teknologi seperti GPS 

❖ S1-S2-T1-T2 

Implementasi teknologi 

pemantauan seperti 

GPS tracking, drone, 

dan sistem pelaporan 

otomatis yang 
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Kekuatan (S) Ancaman (T) Strategi (S-T) 
tracking, drone, atau sistem 

pelaporan otomatis. 

terintegrasi dengan data 

perpajakan. Melakukan 

pemetaan kompetensi 

pegawai yang ada 

untuk menempatkan 

mereka pada posisi 

yang sesuai dengan 

keahlian teknis dan 

administratifnya. 

❖ S2- Penempatan pegawai 

berdasarkan kompetensi 

teknis dan administratif 

untuk mengelola sektor 

pajak ini secara efektif. 

❖ T2- Tidak semua pegawai 

yang tersedia memiliki 

kompetensi teknis atau 

pengalaman spesifik di 

bidang perpajakan daerah 

atau sektor pertambangan. 

❖ S3- Penyusunan dan 

penyesuaian Peraturan 

Bupati atau Perda yang 

mendukung optimalisasi 

penerimaan pajak MBLB. 

❖ S4- Penegakan aturan 

melalui penertiban 

penambang ilegal dan 

penyusunan SOP 

penagihan pajak 

❖ T3- BPKD tidak memiliki 

kendali penuh terhadap 

perubahan peraturan di 

tingkat nasional (seperti UU 

Pajak Daerah, aturan 

ESDM). 

❖ T4- Prosedur perizinan 

tambang sering kali rumit, 

memakan waktu lama, dan 

memerlukan banyak 

persyaratan administratif.  

Sehingga pelaku usaha 

cenderung menghindari 

perizinan resmi dan 

memilih tambang ilegal 

untuk menghindari biaya 

dan waktu. 

❖ S3-S4-T3-T4 

Menyusun dan 

menyesuaikan 

Peraturan Bupati 

(Perbup) atau Peraturan 

Daerah (Perda) yang 

spesifik mengatur 

tentang pajak Mineral 

Bukan Logam dan 

Batuan (MBLB) guna 

memperjelas 

mekanisme 

pemungutan dan sanksi 

yang efektif.  

❖ S5- Strategi aktif dalam 

inventarisasi dan pemetaan 

lokasi tambang MBLB di 

wilayah Aceh Besar. 

❖ T5- Meskipun kerja sama 

sudah terjalin, prosedur 

perizinan yang rumit dan 

birokrasi panjang masih 

menjadi kendala bagi 

investor. 

❖ S5-S6-T5-T6 

Penyusunan dan 

penyesuaian Peraturan 

Bupati (Perbup) atau 

Peraturan Daerah 

(Perda) yang lebih 

responsif dan adaptif 

terhadap perubahan 

regulasi nasional, 

dengan memperkuat 

ketentuan terkait pajak 

MBLB di wilayah Aceh 

Besar. 

❖ S6- Koordinasi dengan 

dinas teknis (seperti Dinas 

ESDM) untuk memastikan 

semua objek pajak terdata 

dan dikenai pajak sesuai 

ketentuan. 

❖ T6- Insentif, seperti 

potongan pajak, 

pengurangan denda, atau 

fasilitas lainnya, 

membutuhkan alokasi 

anggaran atau potensi 

pengurangan pendapatan 

daerah. 

❖ S7- Monitoring berkala atas 

target dan realisasi 

penerimaan pajak. 

❖ T7- Tidak semua wilayah di 

Aceh Besar memiliki 

kandungan mineral bukan 

logam dan batuan yang 

layak tambang. 

❖ S7-S8-T7-T8 Lakukan 

pemetaan wilayah 

secara detail untuk 

mengidentifikasi area 

yang benar-benar 

memiliki kandungan 
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Kekuatan (S) Ancaman (T) Strategi (S-T) 
❖ S8- Audit internal terhadap 

efektivitas pelaksanaan 

strategi pemungutan pajak 

MBLB. 

❖ T8- Dinas ESDM lebih 

fokus pada pengelolaan dan 

pengawasan sumber daya 

mineral, sedangkan Dinas 

Lingkungan Hidup fokus 

pada aspek konservasi dan 

pengelolaan dampak 

lingkungan. Sehingga 

terdapat hambatan dalam 

pengambilan keputusan 

bersama. 

❖  mineral bukan logam 

dan batuan yang layak 

tambang, sehingga 

target penerimaan 

pajak bisa lebih realistis 

dan tepat sasaran. 

❖ S9- Sinergi antara BPKD 

dengan Dinas Lingkungan 

Hidup, Dinas 

Pertambangan, dan Satpol 

PP dalam mengawasi dan 

menindak pelaku usaha 

tambang yang tidak patuh. 

❖ T9- Lemahnya pengawasan 

lintas sektor. Sehingga 

masih adanya tambang 

ilegal yang tidak 

menyumbang pajak. 

❖ S9-S10-T9-T10 

Mengoptimalkan peran 

tim terpadu 

pengawasan lapangan 

untuk melakukan 

patroli, inspeksi, dan 

penindakan bersama 

terhadap pelaku usaha 

tambang ilegal yang 

tidak mematuhi 

kewajiban perpajakan. 

❖ S10- Tim terpadu dalam 

pengawasan lapangan dan 

penertiban pajak. 

❖ T10- Banyak lokasi 

tambang berada di daerah 

terpencil yang belum 

memiliki akses internet 

stabil dan memadai.  

Sehingga sistem daring sulit 

diakses secara konsisten, 

menghambat pelaporan dan 

pengawasan real-time. 

Sumber: Analisis Penulis (2025) 

4.3.3.4 Strategi W-T Weaknesses-Threats (Kelemahan dan Ancaman) 

Strategi W-T adalah pendekatan yang dilakukan organisasi untuk 

meminimalkan kelemahan internal sekaligus menghindari atau 

mengurangi dampak ancaman eksternal yang berpotensi merugikan. 

Tabel 4.7  

Strategi W-T 

Kelemahan (W) Ancaman (T) Strategi (W-T) 
❖ W1- Pelatihan yang 

diselenggarakan umumnya 

bersifat umum (tentang 

pajak daerah secara 

keseluruhan), tidak fokus 

pada karakteristik khusus 

pajak MBLB, seperti 

perhitungan volume 

produksi tambang atau 

dasar pengenaan pajak 

sesuai realisasi. 

❖ T1- Pemantauan aktivitas 

tambang masih banyak 

dilakukan secara manual 

atau tidak menggunakan 

teknologi seperti GPS 

tracking, drone, atau sistem 

pelaporan otomatis. 

❖ W1-W2-T1-T2 

Merancang pelatihan 

bersifat spesifik dan 

teknis. Melibatkan 

narasumber dari 

praktisi perpajakan 

pertambangan, Dinas 

ESDM, atau akademisi 

yang kompeten di 

bidang ini. 
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Kelemahan (W) Ancaman (T) Strategi (W-T) 
❖ W2- Masih kurangnya 

tenaga teknis atau analis 

perpajakan yang paham 

secara spesifik tentang 

pajak MBLB. 

❖ T2- Tidak semua pegawai 

yang tersedia memiliki 

kompetensi teknis atau 

pengalaman spesifik di 

bidang perpajakan daerah 

atau sektor pertambangan. 

❖ W3- Terkadang regulasi 

daerah belum disesuaikan 

dengan perubahan regulasi 

nasional (misalnya PP No. 

35 Tahun 2023 tentang 

Pajak Daerah). 

❖ T3- BPKD tidak memiliki 

kendali penuh terhadap 

perubahan peraturan di 

tingkat nasional (seperti UU 

Pajak Daerah, aturan 

ESDM). 

❖ W3-W4-T3-T4 

Melakukan review 

regulasi daerah yang 

masih berlaku, lalu 

mengusulkan revisi 

Perda atau Perbup agar 

konsisten dengan 

ketentuan pusat. 

Menyusun Peraturan 

Bupati (Perbup) atau 

revisi Perda yang secara 

spesifik dan teknis. 

❖ W4- Peraturan daerah atau 

peraturan bupati belum 

secara detail mengatur 

tentang mekanisme, tarif 

khusus, sanksi, dan 

pemantauan terhadap pajak 

MBLB. 

❖ T4- Prosedur perizinan 

tambang sering kali rumit, 

memakan waktu lama, dan 

memerlukan banyak 

persyaratan administratif.  

Sehingga pelaku usaha 

cenderung menghindari 

perizinan resmi dan 

memilih tambang ilegal 

untuk menghindari biaya 

dan waktu. 

❖ W5- Data wajib pajak dan 

lokasi tambang tidak selalu 

mutakhir atau tervalidasi 

dengan baik. 

❖ T5- Meskipun kerja sama 

sudah terjalin, prosedur 

perizinan yang rumit dan 

birokrasi panjang masih 

menjadi kendala bagi 

investor. 

❖ W5-W6-T5-T6 

Melakukan 

pemutakhiran basis data 

wajib pajak dan titik-

titik lokasi tambang 

secara berkala. Insentif 

fiskal (potongan pajak) 

bisa berdampak pada 

pendapatan, BKPD 

dapat menawarkan 

insentif non-fiskal. 

❖ W6- Kurangnya sistem 

pemantauan langsung 

(monitoring lapangan) 

membuat potensi pajak 

MBLB banyak yang tidak 

tergali. 

❖ T6- Insentif, seperti 

potongan pajak, 

pengurangan denda, atau 

fasilitas lainnya, 

membutuhkan alokasi 

anggaran atau potensi 

pengurangan pendapatan 

daerah. 

❖ W7- Monitoring berkala 

sering dilakukan sekadar 

sebagai kewajiban 

administratif, bukan 

sebagai alat pengambilan 

keputusan strategis.  Tidak 

ada analisis mendalam 

tentang mengapa target 

tidak tercapai atau apa 

faktor penghambat di 

lapangan. 

❖ T7- Tidak semua wilayah di 

Aceh Besar memiliki 

kandungan mineral bukan 

logam dan batuan yang 

layak tambang. 

❖ W7-W8-T7-T8 

Pendekatan monitoring 

tidak sekadar pelaporan 

administratif serta 

melakukan 

pengembangannya. 

Bentuk forum 

koordinasi teknis yang 

melibatkan BKPD, 

ESDM, LH, dan Satpol 

PP dengan pendekatan 

berbasis output. ❖ W8- Audit internal 

cenderung berorientasi 

administratif atau 

kepatuhan formal, bukan 

pada evaluasi efektivitas 

strategi pemungutan pajak. 

❖ T8- Dinas ESDM lebih 

fokus pada pengelolaan dan 

pengawasan sumber daya 

mineral, sedangkan Dinas 

Lingkungan Hidup fokus 

pada aspek konservasi dan 
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Kelemahan (W) Ancaman (T) Strategi (W-T) 
pengelolaan dampak 

lingkungan. Sehingga 

terdapat hambatan dalam 

pengambilan keputusan 

bersama. 

❖ W9- Kurang efektifnya 

koordinasi antara BPKD, 

Dinas ESDM, Dinas 

Lingkungan Hidup, dan 

Satpol PP dalam penertiban 

dan pendataan tambang. 

❖ T9- Lemahnya pengawasan 

lintas sektor. Sehingga 

masih adanya tambang 

ilegal yang tidak 

menyumbang pajak. 

❖ W9-W10-T9-T10 

Bentuk Tim Terpadu 

Penertiban Tambang 

dan Pajak Daerah. 

Menyusun SOP lintas 

sektor. 

❖ W10- Ego sektoral antar-

SKPD bisa menyebabkan 

duplikasi kerja atau 

tumpang tindih 

kewenangan. 

❖ T10- Banyak lokasi 

tambang berada di daerah 

terpencil yang belum 

memiliki akses internet 

stabil dan memadai.  

Sehingga sistem daring sulit 

diakses secara konsisten, 

menghambat pelaporan dan 

pengawasan real-time. 

Sumber: Analisis Penulis (2025) 

 

4.3.3.5 Rumusan Strategi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam  

            dan Batuan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah  

            Kabupaten Aceh Besar 

 

Dari hasil analisis matriks SWOT didapatkan rumusan strategi 

penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan untuk meningkatkan 

penerimaan pajak daerah Kabupaten Aceh Besar pada setiap aspeknya. 

Adapun hasil rumusan strateginya bisa dilihat pada penjelasan berikut ini. 

1. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) 

Kapasitas SDM merupakan salah satu faktor kunci dalam 

keberhasilan strategi optimalisasi pajak daerah termasuk Pajak Mineral 

Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Kapasitas ini mencakup pengetahuan, 

keterampilan teknis, pengalaman lapangan, serta kemampuan koordinasi 

dan analisis yang dimiliki oleh aparatur di lingkungan Badan Pengelolaan 

Keuangan Daerah (BPKD) khususnya yang menangani sektor perpajakan. 
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Sejalan dengan penjelasan Mathis & Jackson (2016) bahwa kapasitas 

SDM menjadi salah satu kekuatan sentral dalam organisasi karena dengan 

kapasitas tersebut mampu membuat perancangan sistem secara formal 

dalam sebuah organisasi, sehingga mampu memastikan penggunaan bakat 

baik secara efektif maupun efisien guna mencapai tujuan organisasi. Oleh 

sebab itu, BPKD Aceh Besar konsisten dalam melakukan pelatihan dan 

peningkatan kompetensi aparatur pajak daerah dalam memahami regulasi 

perpajakan MBLB dan teknik pemungutannya. Serta menempatkan 

pegawai berdasarkan kompetensi teknis dan administratif untuk mengelola 

sektor pajak ini secara efektif. 

2. Regulasi daerah yang mendukung dan Kebijakan Pemerintah 

Rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak 

merupakan kelemahan yang harus dihadapi oleh BPKD Kabupaten Aceh 

Besar. Keadaan ini dapat diantisipasi dengan mengintensifkan informasi 

yang diberikan kepada wajib pajak baik secara formal maupun informal. 

Kegiatan ini dapat dilakukan dengan kerja sama dengan berbagai SKPD 

yang diruang lingkup pemerintah Kabupaten Aceh Besar. 

Berkenaan dengan regulasi dan kebijakan, perlu dilakukan 

penyebaran informasi terkait dengan Peraturan Daerah yang mengatur 

tentang pertambangan bahan mineral bukan logam dan batuan oleh BPKD 

kepada wajib pajak, agar pengetahuan para Wajib Pajak (WP) dapat 

memperoleh informasi yang utuh. Hal ini bertujuan agar setiap tambang 
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yang ada di wilayah pemerintahan Kabupaten Aceh Besar mempunyai Izin 

Usaha Penambangan (IUP). 

Sebagaimana data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara 

dengan Bapak Andria Syahputra, SE., MM selaku Kepala Dinas BPKD 

Aceh Besar bahwa masih banyak Wajib Pajak (WP) tidak mengikuti 

kepatuhan dalam melaporkan volume dan nilai produksi. Banyak pelaku 

usaha tambang yang belum patuh terhadap regulasi, baik dari segi 

pelaporan maupun pembayaran pajak. Oleh sebab itu, penyebaran 

informasi terkait dengan adanya perubahan rgulasi atau kebijakan pajak 

mineral bukan logam dan batuan perlu untuk disebarkan. Peraturan daerah 

dapat dilakukan dengan penyampaian langsung kepada masyarakat 

ataupun melalui pemasangan selebaran, media elektronik dan internet. 

Dengan adanya penyebaran informasi, setiap pelaku tambang atau Wajib 

Pajak (WP) akan mengetahui secara jelas hal-hal yang berkaitan dengan 

penambangan bahan mineral bukan logam dan batuan. Sehingga dengan 

adanya regulasi dan kebijakan tersebut diharapkan kesadaran wajib pajak 

untuk membayar pajak akan semakin meningkat. 

3. Pendataan dan Validasi Objek Pajak 

Pendataan dan validasi objek pajak adalah proses sistematis yang 

dilakukan oleh BPKD untuk memastikan bahwa seluruh potensi objek 

pajak yang ada di wilayahnya tercatat secara akurat, sah, dan sesuai dengan 

kondisi riil di lapangan. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk 
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meningkatkan akurasi data, mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, 

dan menegakkan kepatuhan wajib pajak. 

Pendataan yang dilakukan akan menjadi penetapan target 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) didasarkan pada potensi yang ada. Tetapi 

BPKD Aceh Besar dalam menetapkan target pada Asli Daerah (PAD), 

hanya didasarkan pada anggaran tahun sebelumnya sehingga belum 

mencerminkan potensi yang sebenarnya. Hal ini berdampak pada upaya 

pencapaiannya yang cenderung hanya untuk memenuhi target yang 

ditetapkan dan bukan pada potensi yang ada. Potensi pajak mineral bukan 

logam dan batuan yang dimiliki oleh Kabupaten Aceh Besar sangatlah 

potensial sehingga dalam menentukan target sebaiknya didasarkan potensi 

yang sebenarnya. Penetapan target yang sesuai dengan potensi maka akan 

berdampak pada realisasi penerimaan yang cenderung meningkat. 

4. Pengawasan, Evaluasi Internal dan Koordinasi antar SKPD 

Membentuk Tim SATGAS yang berfungsi melakukan pendataan 

subjek dan objek pajak baru dengan rutin yakni sekali dalam sebulan. 

Selain melakukan pendataan Tim SATGAS juga berfungsi melakukan 

penagihan Pajak secara door-to-door, serta melakukan pendekatan kepada 

peserta Wajib Pajak (WP) dengan melakukan penyuluhan mengenai 

pentingnya Pajak Daerah untuk membangun suatu daerah yang mandiri. 

Menurut Wiajaya (2023) strategi yang dilakukan guna memperoleh hasil 

jangka panjang sehingga tujuan dari organisasi bisa tercapai. Pendekatan 

yang dilakukan dalam menumbuhkan kesadaran peserta Wajib Pajak (WP) 



70 

 

 

 

tentunya dapat meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. Sebagaimana 

penjelasan Sihombing & Sibagariang (2020: 20) bahwa pada dasarnya 

salah satu sistem pemungutan pajak adalah pajak yang dibebankan 

penentuan besarannya dibayarkan oleh wajib pajak. Oleh karenanya 

BPKD Aceh Besar terus berupaya untuk menumbuh kembangkan 

kesadaran peserta Wajib Pajak (WP) dalam membayar Pajak Daerah 

terutama pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). 

5. Dukungan Teknologi dan Digitalisasi 

Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah, khususnya 

dari sektor mineral bukan logam dan batuan (MBLB), pemanfaatan 

teknologi dan digitalisasi menjadi strategi yang sangat penting. Digitalisasi 

memungkinkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas yang lebih tinggi 

dalam pengelolaan dan pengawasan pajak. 

Sehingga dengan dukungan teknologi dan digitalisasi berperan 

krusial dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah dari sektor mineral 

bukan logam dan batuan (MBLB). Melalui penerapan sistem informasi 

pajak terintegrasi, penggunaan GIS atau GPS, e-payment, dashboard 

analitik, serta pemanfaatan aplikasi mobile dan drone, pemerintah daerah 

dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak, memperluas basis data 

objek pajak, serta memperkuat pengawasan dan kepatuhan wajib pajak. 

Strategi ini mampu meminimalkan kebocoran penerimaan, mendorong 

transparansi, dan mengoptimalkan potensi pajak daerah secara 

berkelanjutan. 
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6. Kondisi Ekonomi dan Investasi 

Kondisi ekonomi dan investasi di Aceh Besar menunjukkan 

peluang untuk meningkatkan penerimaan pajak mineral bukan logam dan 

batuan (MBLB), didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang positif. 

Namun, penurunan investasi dan rendahnya kepatuhan pelaporan hasil 

tambang menjadi tantangan utama. Strategi BPKD Aceh Besar meliputi 

optimalisasi potensi pajak, penerapan regulasi terkait dengan pajak 

MBLB, serta peningkatan pengawasan dan koordinasi antar instansi. 

Dengan penguatan regulasi dan pengawasan, serta dukungan iklim 

investasi yang kondusif, penerimaan pajak daerah dari sektor MBLB dapat 

ditingkatkan secara signifikan. 

7. Ketersediaan dan Potensi Sumber Daya Alam 

Kabupaten Aceh Besar memiliki kekayaan sumber daya mineral 

bukan logam dan batuan yang signifikan. Potensinya cukup besar terutama 

di daerah dengan aktivitas pertambangan seperti batu kapur, pasir, kerikil, 

batu pecah, tanah urug dan lain-lain. Potensi ini menjadikan Aceh Besar 

sebagai daerah strategis dalam pengembangan sektor pertambangan 

MBLB. Sehingga sangat diperlukan untuk memetakan wilayah potensial 

untuk peningkatan basis pajak dan koordinasi dengan Dinas ESDM dan 

Dinas Lingkungan Hidup untuk pemanfaatan potensi secara legal. 

8. Penegakan Hukum dan Pengawasan 

Adanya tindakan tegas atau sanksi terhadap penambang yang 

masih mempunyai tunggakan pajak. Dalam hal ini kerjasama antara Dinas 
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ESDM dan Satpol PP dalam hal penagihan pajak kepada wajib pajak yang 

mempunyai tunggakan banyak lebih ditingkatkan sehingga terjadinya 

pelanggaran dapat diminimalisir. Untuk mencegah kelalaian wajib pajak 

seperti lupa mebayar pajak, ketika pajak yang dibayar akan jatuh tempo, 

sebaiknya wajib pajak dihubingi melalui SMS atau telepon. 

Selain itu, pengawasan ditujukan kepada petugas pajak maupun 

wajib pajak. Pengawasan dilakukan dilakukan untuk mengetahui apakah 

petugas pajak sudah menjalankan tugas yang sudah diberikan. Dalam hal 

ini dapat dilakukan dengan absen sebelum dan sesudah ke lapangan serta 

pembuatan laporan data hasil eksploitasi yang dilakukan oleh wajib pajak. 

Pengawasan kepada wajib pajak juga dilakukan untuk meningkatkan 

keakuratan data laporan hasil yang di eksploitasi.  

 

4.2.1.1. Hasil Penelitian PAD Pertahun  

Dalam bab ini, akan dibahas mengenai realisasi pajak daerah dari 

tahun 2020 hingga 2024 berdasarkan Tabel yang telah disediakan. Analisis 

ini mencakup berbagai jenis pajak, perbandingan antara target dan realisasi 

setiap tahunnya, serta persentase pencapaian dari target. 

1. Pajak Hotel  

Target dan Realisasi  

2020 : Target 320.000.000.00, Realisasi 888.242.615.00. 

Persentase : 277,57 %       

2021 : Target 780.000.000.00, Realisasi 1.429.682.645.00 

Persentase : 183.59 % 

   2022 : Target 1.250.000.000.00, Realisasi 612.904.183.00  

   Persentase : 128.88 % 
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2023 : Target 1.500.000.000.00, Realisasi 1.593.209.904.00 

   Persentase : 106.21 % 

 

2. Pajak Restoran  

Target dan Realisasi  

2020 : Target 400.000.000.00, Realisasi 1.357.739.102.00. 

Persentase : 339.43% 

2021 : Target 1.000.000.000.00, Realisasi 1.500.836.890.00 

Persentase : 150.08 % 

2022 : Target 1.550.000.000.00, Realisasi 2.005.669.120.00  

Persentase : 132.73%  

2023 : Target 2.100.000.000.00, Realisasi 2.432.507.581.00 

Persentase : 115.71 % 

 

3. Pajak Hiburan 

Target dan Realisasi 

2020 : Target 2.000.000.000.00, Realisasi 0,00 

Persentase : 0.00% 

2021 : Target 2,000,000.00 , Realisasi 2,517,000.00  

Persentase : 125.85 %  

2022 : Target 4,000,000.00 , Realisasi 10,416,000.00   

Persentase : 260.40 % 

2023 : Target 18,000,000.00 ,Realisasi 11,835,859.00  

Persentase : 65.76 % 

 

4. Pajak Reklame  

Target dan Realisasi 

2020 : Target 2.000.000.000.00, Realisasi 0,00 

Persentase : 0.00 % 

2021 : Target 2,000,000.00 , Realisasi 2,517,000.00  

Persentase : 125.85 %  

2022 : Target 4,000,000.00 , Realisasi 10,416,000.00   
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Persentase : 260.40 %  

2023 : Target 18,000,000.00 ,Realisasi 11,835,859.00  

Persentase :  65.76 % 

 

5. Pajak Penerangan jalan non PLN  

Target dan Realisasi: 

2020: Target 1,950,000,000.00,Realisasi1,813,629,959.00, 

Persentase:  92.97 % 

2021: Target 1,139,000,000.00,Realisasi1,220,059,588.00, 

Persentase:  107.13% 

2022: Target 1,800,000,000.00,Realisasi296,373,997.00, 

Persentase:  16.52% 

2023: Target 1,800,000,000.00,Realisasi13,828,922.00,  

Persentase: 0,77 % 

 

6. Pajak Parkir  

     Target dan Realisasi: 

2020: Target 450,000,000.00, Realisasi 417,401,800.00, 

Persentase: 92.75% 

2021: Target 245,000,000.00, Realisasi309,032,375.00,  

Persentase: 126.19 % 

2022: Target 350,000,000.00,Realisasi414,804,200.00,  

Persentase: 118.29 % 

2023: Target 750,000,000.00, Realisasi 718,960,750.00,  

Persentase: 95.87% 

 

7. Pajak Air Bawah Tanah  

Target dan Realisasi: 

2020: Target 4,000,000.00,Realisasi5,704,020.00,  

Persentase:142.60% 

2021: Target 6,500,000.00,Realisasi10,410,120.00,  

Persentase:160.16% 
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2022: Target 4,500,000.00,Realisasi8,877,960.00,  

Persentase:197.38% 

2023: Target 6,000,000.00,Realisasi9,080,826.00,  

Persentase:151.35% 

 

8. Pajak Sarang Burung Walet  

Target dan Realisasi: 

2020: Target 18,000,000.00,Realisasi10,000,000.00,  

Persentase: 55.56% 

2021: Target 18,000,000.00,Realisasi9,500,000.00,  

Persentase: 52.78% 

2022: Target 34,000,000.00,Realisasi34,000,000.00,  

Persentase: 100.00% 

2023: Target 18,000,000.00,Realisasi0.00, 

 Persentase: 0.00% 

 

9. Pajak Batu Kapur  

Target dan Realisasi: 

2020:Target 19,750,000,000.00, 

Realisasi22,494,125,000.00,  

Persentase:113.98% 

2021:Target 14,500,000,000.00, 

Realisasi14,586,575,000.00,  

Persentase:100.60% 

2022:Target 44,332,000,000.00 

Realisasi5,186,813,592.00 

Persentase: ≈11.70% 

2023:Target 18,020,000,000.00 

Realisasi20,845,878,188.00 

Persentase:115.66% 
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10. Pajak Batuan, Pasir dan Tanah  

Target dan Realisasi: 

2020:Target :29,025,000,000.00 

Realisasi :36,020,841,982.09 

Persentase:124.14% 

2021:Target :25,000,000,000.00 

Realisasi :22,378,255,292.00 

Persentase:89.51% 

2022:Target 31,644,500,000.00 

Realisasi :20,805,154,132.00  

Persentase:65.73% 

2023:Target 23,767,490,000.00 

Realisasi :4,709,611,635.00 

Persentase: 19.78% 

 

Analisis ini menunjukkan bahwa realisasi pajak daerah dari tahun ke 

tahun mengalami fluktuasi, dengan beberapa jenis pajak menunjukkan 

kinerja yang sangat baik, sementara yang lain tidak mencapai target yang 

ditetapkan. Persentase pencapaian memberikan gambaran yang lebih jelas 

mengenai efektivitas. 

Tabel 4.8 

Hasil Penelitian PAD Pertahun 

No. Pajak Tahun Target Realisasi Persentase 

1. Pajak Hotel 2020 320.000.000.00, 888.242.615.00. 277,57 % 

  2021 780.000.000.00, 1.429.682.645.00 183.59 % 

  2022 1.250.000.000.00, 612.904.183.00 128.88 % 

  2023 1.500.000.000.00, 1.593.209.904.00 106.21 % 

2. Pajak 

Restoran 

2020 400.000.000.00, 1.357.739.102.00 339.43% 

  2021 1.000.000.000.00, 1.500.836.890.00 150.08 % 

  2022 1.550.000.000.00, 2.005.669.120.00 132.73% 
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  2023 2.100.000.000.00, 2.432.507.581.00 115.71 % 

3. Pajak 

Hiburan 

2020 2.000.000.000.00 0,00 0.00% 

  2021 2,000,000.00 , 2,517,000.00 125.85 % 

  2022 4,000,000.00 , 10,416,000.00 260.40 % 

  2023 18,000,000.00, 11,835,859.00 65.76 % 

4. Pajak 

Reklame 

2020 2.000.000.000.00, 0,00 0.00 % 

  2021 2,000,000.00 , 2,517,000.00 125.85 % 

  2022 4,000,000.00 , 10,416,000.00 260.40 % 

  2023 18,000,000.00 11,835,859.00 65.76 % 

5. Pajak 

Penerangan 

jalan non 

PLN 

2020 1,950,000,000.00, 1,813,629,959.00, 92.97 % 

  2021 1,139,000,000.00, 1,220,059,588.00, 107.13% 

  2022 1,800,000,000.00, 296,373,997.00, 16.52% 

  2023 1,800,000,000.00, 3,828,922.00, 0,77 % 

6. Pajak 

Parkir 

2020 450,000,000.00, 417,401,800.00, 92.75% 

  2021 245,000,000.00, 309,032,375.00, 126.19 % 

  2022 350,000,000.00, 414,804,200.00, 118.29 % 

  2023 750,000,000.00, 718,960,750.00, 95.87% 

7. Pajak Air 

Bawah 

Tanah 

2020 4,000,000.00, 5,704,020.00, 142.60% 

  2021 6,500,000.00, 10,410,120.00, 160.16% 

  2022 4,500,000.00, 8,877,960.00, 197.38% 

  2023 6,000,000.00, 9,080,826.00, 151.35% 
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8. Pajak 

Sarang 

Burung 

Walet 

2020 18,000,000.00, 10,000,000.00, 55.56% 

  2021 18,000,000.00, 9,500,000.00, 52.78% 

  2022 34,000,000.00, 34,000,000.00, 100.00% 

  2023 18,000,000.00, 0.00, 0.00% 

9. Pajak Batu 

Kapur 

2020 19,750,000,000.00 22,494,125,000.00, 113.98% 

  2021 14,500,000,000.00 14,586,575,000.00, 100.60% 

  2022 44,332,000,000.00 186,813,592.00, 11.70% 

  2023 18,020,000,000.00 20,845,878,188.00, 115.66% 

10. Pajak 

Batuan, 

Pasir dan 

Tanah 

2020 29,025,000,000.00 36,020,841,982.09, 124.14% 

  2021 25,000,000,000.0 22,378,255,292.00, 89.51% 

  2022 31,644,500,000.00 20,805,154,132.00, 65.73% 

  2023 23,767,490,000.00 4,709,611,635.00, 19.78% 
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TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI

1 Pajak Hotel 320.000,00                          888.242.615,00                     780.000.000,00                       1.429.682.645,00                 1.250.000.000,00             1.612.904.183,00                1.500.000.000,00               1.593.209.904,00              1.500.000.000,00               2.499.697.386,00            

2 Pajak Restoran 400.000.000,00                  1.357.739.102,00                  10.000.000,00                         1.500.836.890,00                 1.550.000.000,00             2.055.669.120,00                2.100.000.000,00               2.432.507.581,00              2.000.000.000,00               2.271.910.867,00            

3 Pajak Hiburan 2.000.000,00                      -                                                 2.000.000,00                           2.517.000,00                         4.000.000,00                     10.416.000,00                      18.000.000,00                     11.835.859,00                    20.000.000,00                     10.078.859,00                  

4 Pajak Reklame 497.000.000,00                  984.393.094,00                     700.000.000,00                       1.000.896.394,00                 780.000.000,00                934.892.158,00                   1.000.000.000,00               1.332.057.731,00              1.000.000.000,00               1.097.131.194,00            

5 Pajak Penerangan Jalan PLN 25.000.000.00 32.739.270,39                        29.000.000.00 33.280.937,19                       32.000.000,00                   37.264.331,78                      37.000.000,00                     43.307.486,82                    35.220.397,45                     47.020.679,64                  

6 Pajak Penerangan Jalan Non PLN 1.950.000.000,00              1.813.629.959,00                  1.139.000.000,00                   1.220.059.588,00                 1.800.000.000,00             296.373.997,00                   1.800.000.000,00               13.828.922,00                    1.800.000.000,00               251.899.388,00               

7 Pajak Parkir 450.000.000,00                  417.401.800,00                     245.000.000,00                       309.032.375,00                     350.000.000,00                414.804.200,00                   750.000.000,00                  718.960.750,00                 720.000.000,00                  436.108.100,00               

8 Pajak Air Bawah Tanah 4.000.000,00                      5.704.020,00                          6.500.000,00                           10.410.120,00                       4.500.000,00                     8.877.960,00                        6.000.000,00                       9.080.826,00                      13.000.000,00                     20.827.990,00                  

9 Pajak Sarang Burung Walet 18.000.000,00                    10.000.000,00                        18.000.000,00                         9.500.000,00                         34.000.000,00                   34.000.000,00                      18.000.000,00                     -                                             18.000.000,00                     -                                           

10 Batu Kapur 19.750.000,00                    22.494.125,00                        14.500.000,00                         14.586.575,00                       44.332.000,00                   5.186.813.592,00                18.020.000,00                     20.845.878,19                    21.013.728.841,00            21.859.368,27                  

11 Batuan, Pasir dan Tanah 29.025.000,00                    36.020.841,982,09 25.000.000,00                         22.378.255,29                       31.644.500,00                   20.805.154.132,00             23.767.490,00                     4.709.611.635,00              17.500.000,00                     2.730.871.583,20            

12 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Batuan7.000.000.000,00              14.478.478.261,00               13.000.000,00                         17.202.253,93                       11.800.000.000,00          15.389.194.633,00             12.000.000,00                     12.529.644,26                    12.000.000,00                     10.814.278.326,50         

13 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan2.805.000.000,00              3.260.412.666,48                  9.540.500.000,00                   6.505.992.502,40                 19.500.000,00                   7.537.255.088,00                9.500.000.000,00               8.247.209.071,00              11.973.272.381,00            10.516.156.944,00         

13.175.095.000,00      23.271.234.912,87        12.493.500.000,00         12.076.375.535,81        17.699.976.500,00     54.323.619.394,78       16.782.787.490,00      19.144.985.288,27     40.122.721.619,45      30.717.840.685,60    

KOTA JANTHO, 31 DESEMBER 2024

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN ACEH BESAR

ANDRIA SHAHPUTRA, SE,MM

NIP. 19790417 200112 1 005

TOTAL

PERKEMBANGAN REALISASI PAJAK DAERAH

DARI TAHUN 2020 SAMPAI DENGAN NOVEMBER 2024

NO. URAIAN
TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024
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a. Pembahasan Penelitian  

Penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) yang berfungsi untuk mendukung pembiayaan pembangunan 

di daerah. Kabupaten Aceh Besar sebagai salah satu kabupaten di Provinsi 

Aceh memiliki berbagai jenis pajak daerah yang dikelola, antara lain Pajak 

Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan 

Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Pajak Parkir, 

Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, dan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). 

1) Penerimaan Pajak Pertahun  

1. Tahun 2019  

Pada tahun 2019, penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Aceh Besar 

mengalami tren yang cukup stabil, terutama bersumber dari Pajak Hotel, 

Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan 

Jalan. Total penerimaan pajak daerah Kabupaten Aceh Besar pada tahun ini 

REALISASI PAJAK MBLB TA. 2019 s/d 2023 
 

No Tahun Anggaran Pajak MBLB Realisasi Pajak MBLB %  

1 2019                                32,500,000,000.00                                 31,841,567,193.85  97.97 

2 2020                                48,775,000,000.00                                 58,511,331,486.09  119.96 

3 2021                                48,775,000,000.00                                 36,950,196,292.00  75.76 

4 2022                                75,976,500,000.00                                 25,985,864,844.00  34.20 

5 2023                                41,787,490,000.00                                 25,554,292,823.00  61.15 
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dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi lokal yang bergerak normal sebelum 

adanya pandemi COVID-19. 

2. Tahun 2020 

Tahun 2020 merupakan masa awal terjadinya pandemi COVID-19 yang 

berdampak signifikan terhadap perekonomian global, termasuk Aceh Besar. 

Beberapa jenis pajak, seperti Pajak Hiburan dan Pajak Hotel, mengalami 

penurunan realisasi akibat pembatasan aktivitas masyarakat. Namun, 

beberapa sektor masih menunjukkan kinerja baik, seperti Pajak Restoran, 

yang tetap berkontribusi signifikan. ditahun ini terdapat jumlah keseluruahn 

penerimaan pajak adalah ± Rp3,22 miliar 

• Pajak Hotel: Rp888.242.615 

• Pajak Restoran: Rp1.357.739.102 

• Pajak Hiburan: Rp0 

• Pajak R 

• Reklame: Rp984.393.094 

3. Tahun 2021 

Pada tahun 2021, penerimaan pajak mulai pulih seiring dengan adaptasi 

kebiasaan baru. Aktivitas ekonomi masyarakat perlahan meningkat, sektor 

perhotelan dan restoran mulai menunjukkan pemulihan. Pajak Hiburan juga 

mulai menghasilkan penerimaan walaupun masih rendah dibandingkan 

target. ditahun ini dapat dilihat bahwa penerimaan pajak sejumlah ± Rp4,94 

miliar, kenaikan di banding tahun 2020 sebanyak ±53% 

• Pajak Hotel: Rp1.429.682.645 

• Pajak Restoran: Rp1.500.836.890 

• Pajak Hiburan: Rp2.517.000 

• Pajak Reklame: Rp1.000.896.394 
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4. Tahun 2022 

Pemulihan ekonomi semakin nyata pada tahun 2022. Realisasi pajak 

mengalami peningkatan signifikan hampir di semua jenis pajak. Sektor 

restoran dan hotel menunjukkan tren positif yang mendorong kontribusi 

besar pada pendapatan daerah. ditahun ini dapat dilihat bahwa penerimaan 

pajak sejumlah ± Rp6,35 miliar kenaikan di banding tahun 2021 sebanyak 

±28%.  

• Pajak Hotel: Rp1.612.904.183 

• Pajak Restoran: Rp2.055.669.120 

• Pajak Hiburan: Rp10.416.000 

• Pajak Reklame: Rp934.892.158 

5. Tahun 2023 

Tahun 2023 merupakan puncak pemulihan dengan capaian realisasi 

pajak yang melebihi target untuk sebagian besar jenis pajak. Hal ini 

didorong oleh pulihnya sektor pariwisata dan perdagangan lokal, serta 

optimalisasi pengelolaan pajak daerah oleh Bapenda Kabupaten Aceh Besar. 

ditahun ini dapat dilihat bahwa penerimaan pajak sejumlah ± Rp6,65 miliar 

kenaikan di banding tahun 2021 sebanyak ±4,7%  

• Pajak Hotel: Rp1.593.209.904 

• Pajak Restoran: Rp2.432.507.581 

• Pajak Hiburan: Rp11.835.859 

• Pajak Reklame: Rp1.332.057.731 

Maka dari pada itu dapat lihat bahwa secara rinci dan detail penerimaan 

pajak dari tahun 2019-2023. terjadi kenaikan banding setiap tahunnya dan 

itulah hasil dari penelitian yang dilakukan di aceh besar, yaitu penerimaan 

pajak pertahun oleh kabupaten Aceh Besar.  

4.3.2 Analisis Pajak Pertahun  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis 

realisasi penerimaan pajak daerah dengan membandingkan data dari dua 
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periode berbeda (2019-2023 dan 2020-2024). Analisis difokuskan pada 

pencapaian target dan faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi pajak. 

a. Analisis Komperatif Data Pajak MBLB (2029-2023) 

Berdasarkan data tabel realisasi pajak MBLB TA 2019-2023, dapat 

diidentifikasikan :  

a) Tren Fluktulatif : pencapaian target bervariasi dari 34.20% (2022) 

hingga 119.96 % (2020)  

b) Pencapaiam Tertinggi : tahun 2020 dengan realisasi melebihi target 

(119.96%)  

c) Pencapaian terendah : tahun 2022 hanya mencapai 34.20% dari target  

d) Faktor potensial  

• Perubahan Kebijakan fiksal  

• Kondisi ekonomi makro  

• Efektivitas system pemungutan  

 

b. Analisis Data Pajak Daerah Lainnya (2020-2024)  

Dari Tabel menganalisis berbagai pajak daerah :  

a) Variasi Kerja  

• Pajak hotel dan restoran konsisten melebihi target  

• Pajak Hiburan dan penerangan jalan non PLN menunjukkan 

ketidakstabilan  

b)  Pola Menarik  

• Pajak dengan Basis Konsumsi ( Hotel/Restoran ) lebih stabil  

• Pajak berbasis property (PBB) cenderung fluktuatif 

 

c. Temuan Utama Penelitian  

a) Konsistensi vs Volatilitas  
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• Pajak MBLB menunjukkan pola yang lebih stabil disbanding pajak 

daerah yang lainnya 

• Beberapa jenis pajak ( seperti batu kapur) mengalami penurunan drastic 

di tahun tertentu  

b)  Faktor penentu Keberhasilan  

• Sistem administrasi yang baik ( terlihat pada pajak dengan realisasi 

konsisten )  

• Dampak kebijakan (perubahan tarif/objek pajak)  

• Responsivitas terhadap kondisi ekonomi  

c) Tantangan Pemungutan  

• Pajak dengan basis sempit (sarang burung wallet) sulit diprediksi  

• Ketergantungan pada sector tertentu (penerangan jalan non PLN )  

 

d. Implikasi Kebijakan  

Berdasarkan Hasil Penelitian  

a) Untuk Pemerintah Daerah  

• Perlunya evaluasi system pemungutan pajak MBLB  

• Penguatan administrasi untuk pajak yang fluktualif  

• Penyusunan target yang lebih realistis berdasarkan historical data  

b) Untuk Penelitian selanjutnya  

• Perlunya studi mendalam tentang faktor spesifik yang mempengaruhi 

realisasi  

• Analisis dampak kebijakan tertentu terhadap penerimaan pajak  

• Studi komperatif daerah  

 

4.2.1. Analisa SWOT  

1. Kekuatan (strengths)  

• Konsistensi penerimaan : pajak MBLB menunjukkan pola yang lebih 

stabil dibandingkan pajak daerah lainnya. memberikan dasar yang kuat 

untuk perencanaan keuangan.  
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• Sistem Administrasi yang baik : efektifitas siste pemungutan pajak 

yang baik pada jenis pajak tertentu mendukung pencapaian target.  

2. Kelemahan (weaknesses) 

• Fluktuasi penerimaan : beberapa jenis pajak, seperti pajak hiburan dan 

peneranga jalan non PLN, menunjukkan ketidakstabilan yang dapat 

menganggu perencaan anggaran  

• Ketergantungan pada sector tertentu : Pajak dengan basis sempit, 

seperti sarang burung wallet, sulit diprediksi dan dapat menyebabkan 

resiki pendapatan  

3. Peluang (oppoturnities)  

• Evaluasi dan perbaikan kebijakan : ada peluang yang memperbaiki 

system pemungutan pajak berdasarkan analisis data historis dan tren 

yang ada  

• Diverifikasi sumber pendapatan : mengembangkan jenis pajak baru 

atau memperkuat pajak yang sudah ada untuk mengurangi 

ketergantungan pada sector tertentu  

4. Ancaman (threats) 

• Perubahan kebijakan ekonomi: Kebijakan fiscal yang berubah dapat 

mempengaruhi realisasi pajak secara signifikan  

• Kondisi ekonomi makro : resesi atau penurunan ekonomi dapat 

berdampak negative pada penerimaan pajak, terutama yang berbasis 

konsumsi.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul "Analisis Penerimaan 

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan untuk Peningkatan Pajak Daerah 

Kabupaten Aceh Besar", dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Strategi Penerimaan Pajak: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

(BPKD) Kabupaten Aceh Besar telah menerapkan berbagai strategi untuk 

meningkatkan penerimaan pajak dari sektor mineral bukan logam dan 

batuan (MBLB). Strategi tersebut meliputi pendataan ulang dan 

pemutakhiran data wajib pajak, pemetaan potensi pajak MBLB, serta 

penerapan Sistem Informasi Pajak Daerah (SIPD) berbasis digital. Hasil dari 

strategi ini menunjukkan peningkatan penerimaan pajak daerah sebesar 20% 

- 30% setiap tahunnya. 

2. Kendala dan Tantangan : Meskipun terdapat peningkatan, BPKD 

masih menghadapi beberapa kendala dalam optimalisasi penerimaan pajak 

MBLB. Kendala tersebut meliputi minimnya akurasi data mengenai jumlah 

usaha tambang aktif, kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, serta 

koordinasi antarinstansi yang belum berjalan efektif. 

3. Analisis SWOT: Melalui analisis SWOT, ditemukan bahwa kekuatan 

BPKD terletak pada sistem administrasi yang baik dan konsistensi 

penerimaan pajak. Namun, kelemahan yang ada, seperti fluktuasi 

penerimaan dan ketergantungan pada sektor tertentu, perlu diatasi. Peluang
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untuk memperbaiki kebijakan dan diversifikasi sumber pendapatan harus 

dimanfaatkan, sementara ancaman dari perubahan kebijakan ekonomi dan 

kondisi makro harus diantisipasi. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak: BPKD Kabupaten Aceh Besar 

perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada wajib pajak 

mengenai pentingnya pelaporan dan pembayaran pajak. Edukasi ini dapat 

dilakukan melalui seminar, workshop, atau media sosial untuk 

meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. 

2. Penguatan Data dan Teknologi: Disarankan agar BPKD terus 

mengembangkan dan memperkuat sistem digitalisasi dalam pengelolaan 

pajak. Penggunaan teknologi informasi yang lebih canggih dapat membantu 

dalam pemantauan dan validasi data secara real-time, sehingga mengurangi 

potensi kebocoran pajak. 

3. Koordinasi Antarinstansi: Membangun sinergi yang lebih baik antara 

BPKD dan instansi terkait seperti Dinas ESDM, Dinas Perizinan, dan Satpol 

PP sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan 

penindakan terhadap pelanggaran. Pembentukan tim terpadu untuk 

pengawasan lapangan dapat menjadi langkah yang efektif. 

4. Evaluasi Kebijakan: Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi dan 

revisi terhadap peraturan daerah yang mengatur pajak MBLB agar lebih 
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responsif terhadap dinamika yang ada. Penyesuaian regulasi yang lebih baik 

dapat meningkatkan efektivitas pemungutan pajak. 

5. Studi Lanjutan: Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menggali 

faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak, serta 

untuk menganalisis dampak kebijakan tertentu terhadap penerimaan pajak 

daerah. 

Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan penerimaan 

pajak dari sektor mineral bukan logam dan batuan dapat meningkat secara 

signifikan, memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Besar, serta mendukung pembangunan 

daerah yang berkelanjutan. 
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Lampiran 1. Surat Izin Penelitian Dari Kampus 
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Lampiran 2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 
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Lampiran 3. Struktur Organisasi 
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Lampiran 4. Instrumen Penelitian 

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM  

DAN BATUAN TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN 

PAJAK DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR  

(Studi Kasus pada Kantor BPKD Aceh Besar Tahun 2019-2023) 

 

Nama  : Andria Syahputra, SE., MM. 

Jabatan  : Kepala Dinas BPKD Aceh Besar 

No Pertanyaan 

1 Dapatkah bapak deskripsikan strategi yang dilakukan BPKD Kabupaten Aceh 

Besar dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah, khususnya dari sektor pajak 

Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) selama periode 2019-2023? 

2 Apakah ada inovasi digital atau sistem baru yang digunakan untuk mempermudah 

pengawasan dan penarikan pajak? 

3 Apakah strategi tersebut berhasil meningkatkan penerimaan pajak dari sektor 

MBLB? 

4 Apa saja kendala atau tantangan utama yang BPKD hadapi dalam optimalisasi 

pajak MBLB ini? 

5 Apa saja upaya yang dilakukan BPKD dalam mengatasi kendala-kendala tersebut? 

 

Nama  : Syahidul Haq, SE., M.Si. 

Jabatan  : Kabid Pendapatan Asli Daerah BPKD Aceh Besar 

No Pertanyaan 

1 Bisakah Bapak jelaskan seperti apa strategi yang digunakan oleh BPKD Kabupaten 

Aceh Besar dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah dari sektor Mineral 

Bukan Logam dan Batuan (MBLB) selama 2019 hingga 2023? 

2 Setelah pemetaan, langkah apa yang dilakukan untuk memastikan penerimaan 

pajaknya optimal? 

3 Apakah ada inovasi teknologi dalam mendukung pemungutan pajak? 

4 Apakah strategi yang telah dilakukan selama ini berhasil meningkatkan penerimaan 

pajak dari sektor MBLB? 

5 Apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh BPKD dalam mengoptimalkan 

penerimaan dari pajak MBLB? 

6 Apa saja upaya yang dilakukan BPKD dalam mengatasi kendala-kendala tersebut? 
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